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PERSEMBAHAN

Bapak dan Ibu :
Semoga Allah SWT selalu mencurahkan ampunan dan kasih sayang-

Nya di dunia maupun di akhirat.

Semoga Allah SWT seld cesehatan dan umur panjang,

dan memberi k@i ke dari ilmu-ilmunya.

makku:

Semoga A@NIT se § are;l&sgran ridha, dan

petunjuk dalam menj ni kehldupan ni.
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4. Maddah
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PENERAPAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 7 TAHUN 2015
DALAM MELINDUNGI
CALON PENGANTIN DI BAWAH UMUR

Wildan Isa Anshory
NIM. 14913195

ABSTRAK

Batas minimal usia kawin dalam Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 adalah mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16
tahun bagi perempuan. /K ary, ketentuan tersebut harus
mendapatkan izin Penga
Tahun 2015 tentang Pegth g Per¢mpuan dan Anak Korban
Kekerasan (Perda), Peméri <
melindungi calon penga haw: um r.

Fokus penelitian |mi uu_agalmana latar belakang
pembentukan Perda tersebut agal
memberikan perlmdunga@ﬁﬂ :

Penelitian ini berjenis pene]man kualitatif dengan pendekatan

normatif da fm%fs.l TASZ n dengan cara
purposive s N i kepustakaan,
wawancara, dan dok dianalisis menggunakan
analisis kualitatif dengjw kesimpulan induktif.
Hasil pen , latar belakang
pembentukafP TNEJDNE §[fAr sosial dan hukum.
Perda ini menunjukkan keberpihakan kepada kelompok rentan.
Kedua, penerapan Perda tersebut dalam melindungi calon pengantin
di bawah umur merupakan pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) huruf (a),
melakukan pembinaan menuju keutuhan rumah tangga yang
harmonis. Pelaksanaannya di P2TP2A, calon pengantin di bawah
umur diberi pelayanan konseling oleh konselor dengan
memerhatikan perlindungan kepentingan umum dan kepentingan
individu calon pengantin. Di Pengadilan Agama Wates, selain
mensyaratkan calon pengantin di bawah umur membawa laporan

hasil konseling dari P2TP2A, Majelis Hakim dalam memutus perkara
juga mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak calon
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pengantin, kemampuan ekonomi-sosial, serta kesiapan mental-
psikologisnya.

Kata Kunci : Penerapan, Peraturan, Melindungi, Pengantin,
Konseling.
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THE IMPLEMENTATION OF LOCAL REGULATION
IN KULONPROGO REGENCY NUMBER 7 OF 2015
IN PROTECTING THE FUTURE UNDER-AGE BRIDE AND
BRIDEGROOM

Wildan Isa Anshory
NIM. 14913195

ABSTRACT

The ‘minimum marriage age in Regulation Number 1 of 1974 is
19 years old for male and 16 years old for female. Any ages below
that provision should hax om the Court. Through the
Local Regulation Numbgr”7 of 2()
Children as the Victims ) Vielenee (1.ocal Regulation), the Regional
Government .of Kulon P& u\\«/ y% empts to protect the future
under-age bride and brid

The focus of this rese lud& how the background of the
establishment of the LlLoed sgulation was and how the
implementation of the L%ﬂ*@ atio ,J'" giving a protection to the
future underage bride and bridegroom.

This is nd sociological
approach. TUI&TVER&T%}Sd through the
purposive sampling Th da ere collected through the
library research, inter tlon The data were then

e vine (PR meted of drvin

The results of this research showed: first, the background of
establishing the local regulation covered two factors: social and law.
This local regulation showed an alignment to the vulnerable
community. Second, the implementation of the local regulation in
protecting the future underage bride and bridegroom is the
implementation of Article 14 Paragraph (2) letter (a), to give a
guidance in achieving a harmonious household integrity. Its
implementation in P2TP2A, the future underage brides are given
counseling by a counselor by concerning with the protection of the
public interest and the interests of individual underage brides and
bridegrooms. In the Religious Court, Wates, in addition to requiring
Article 14 paragraph (2) letter (a), conducts guidance towards
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harmonious household integrity. Implementation in P2TP2A,
underage brides are given counseling services by the counselor by
noticing the protection of the public interest and the interests of
individual brides. In the Wates Religious Court, in addition to
requiring the underage brides to bring a report on the counseling
results from P2TP2A, the Panel of Judges in deciding cases also
considered the protection of bride's and bridegroom’s rights, social-
economic capability, and mental-psychological readiness.

Keywords: Implementation, Regulation, Protecting, Bride and
Bridegroom Counselling.

by a Center for International Language a
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU N
YOGYAKARTA, INDONESIA.
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Segala puji dan syuk - n_panjatkan kepada Allah yang
telah melimpahkan sega waw'}ﬁd h, dan inayah-Nya sehingga
penyusun dapat menyel&nk ‘ Salawat dan salam semoga
selalu tercurah kepada Nabighth fdd SAW, keluarga, sahabat

PERATURAN DAER \uy TEN KULON PROGO
NOMOR 7 TAHUN-2015-IENTANG PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM
MELINDU :Eé‘éi AH UMUR”,

namun setelah diuji d S. pa enguji pada 25 Februari 2019
harus dilakukan perbl LHABMS saran dari tim penguji
sehingga judul @PT%% jadi “PENERAPAN
PERATURANm K l—: KULON PROGO
NOMOR 7 TAHUN 2015 DALAM MELINDUNGI CALON
PENGANTIN DI BAWAH UMUR”. Melalui kata pengantar ini,
penyusun menginformasikan bahwa bagian tertentu pada tesis ini

masih mencantumkan judul sebelum perbaikan karena terkait dengan
proses sebelum tesis diuji. Semoga penjelasan ini dapat menjadikan

maklum.

Tesis ini pada akhirnya dapat terselesaikan berkat rangkaian
kebaikan dan kerelaan berbagai pihak yang telah membantu
melancarkan tesis ini. Melalui tulisan ini penyusun mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

XX



* Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Fathul
Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. masa jabatan 2018 - 2022.

* Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

®* Dr. Dra. Junanah, MIS., selaku Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

* Dr. Yusdani, M.Ag., selaku Ketua Program Doktor Fakultas
[lmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

* Dr. Muhammad Roy Purwanto, MA., selaku dosen
pembimbing yang dengan kerelaannya telah membimbing
penyusun dalam menyelesaikan tesis ini.

* Seluruh Bapak dan Ih( d(St:JAMng clah memberikan ilmu

pengetahuan serta wa qsan uwa nya

* Segenap karyawan- krzﬁa uftas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Inddies g ster [Imu Agama Islam
yang selalu memban% da ikan pelayanan yang

terbaik, khususnya kepada an Santoso yang telah

banyak membantu keléﬁ”jﬁﬂiﬁgjﬂ@*yusun

* Keluarga tercinta; bapak, almarhumah ibu, ibu mertua,

almarhumgNWERasrmAsmm

seluruh luarga besar selalu  mendorong,
menyemangati, dan AM

. Tf:mzam-temanlllhiI n satu kelas yang
telah membe EﬁmjArselesalkannya
Jenjang studi strata dua di Magister llmu Agama Islam
Fakultas [Imu Agama Islam UII.

Masih banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian
tesis ini yang belum disebutkan, semoga mereka selalu mendapatkan
ganjaran dan limpahan kasih sayang-Nya.

Akhirnya, penyusun tidak menafikan jika penyusunan karya ini
masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu apabila pembaca

XXl1



berkenan memberi saran dan kritik penyusun mengucapkan banyak
terima kasih.

Yogyakarta, 26 Februari 2019
Penyusun,

5

Wildan Isa Anshory

ISLAM

?

NIVERSITA
VISINOAN\

~

ww

SR

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

§

\

XX11



DAFTAR ISI

o S
DAFTAR TABEL )

s
.................................................................... Xxvi

-------------------------------------------------------

A. Latar Bela'N @@ NESIA ............ 1
B. Folaus Penslitian ...osmusmsmesssssssmmssos 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....................cco....... 8
D. Sistematika Pembahasan ................c.c.ccocoooevevinnnn. 8
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

DAN KERANGKA TEORI .....ccvcveveerrerrerecrnennnn 11
A. Kajian Penelitian Terdahulu ..................cooovvvennnn. 11
e 2 T 22



1. Teori Pembentukan Undang-undang ................. 22

2. Teori Implementasi Kebijakan ........................ 26

3. Teori Maslahah .............cccooeovveineninnncnnnennee. 29

4. Teori Perlindungan Hukum ...........c.cccoceiiinienne 33
5. Teori Hukum Sosiologis (Sosiological

JEOTEPYIHCHOC) s ciunwosscsvoninoss unsnnsnmensonsnenisss s iaess¥sss 36

6. Tinjauan Perlindungan Anak .............ccoooiiis 37

7. Tinjauan Calon Pengantin Di Bawah Umur ...... 41

45

45

45

2. Pendekatan Rapeliimsl...coocacisssnsiiassrssins 46

‘aﬁ e
B. Tempat atau Lokasi Penelitian ................ccccoevennnes 47

C. iy Pepliief= ST A S o 47
D. Teknik PCTSLnﬁAnM ................................. 48

E. Teknik Pengumpulan Data ...........ccoocoeeiiiiiiieenns 48

e ek DLRQINESIA ... 9

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ....... 51
A. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015
tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
Korbat Kekerasan ... mcsmmmsomsenensesssuisisissassssss 51
B. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon

Progo Nomor 7 Tahun 2015 dalam Melindungi

XX1V



Calon Pengantin di Bawah Umur ............ccccoevenee.
1. Pelaksanaan di Pusat Pelayanan Terpadu
Perlindungan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kabupaten Kulon Progo ...............
8.  AIGFLAYEREN o snnnmsssmars s
b. Pelaksanaan Konseling .........ccoccooveiiieninnne
c. Pelaporan Hasil Konseling ...........ccoc..c..
2. Pelaksanaan di Pengadilan Agama Wates .......

a. PendaftaranDispensasiKawin

d. Penetapan Dispensasi Kawin yang
um&éa SRS
C. Pembahasan ISI_AM .......................

I Analﬂﬁ' i !l vwg tugn
Peraturan Qra Kabupaten 1

Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 .................
2. Analisis Penerapan Peraturan Daerah

Kabupaten Kulon Progo Nomor 7

Tahun 2015 dalam Melindungi Calon

Pengantin di Bawah Umur ..o

L V.00 T 2 D1 | U L RO —————————— e

XXV

59
60
61
65
66

67

67



A KeSImpulanm ..o iisasni 107

B. Saran-saran ...........ooooviiiiiiiiiieiieee e 108
DAFTAR PUSTAKA ... ooeetcvriieceerssesesestasesssssssnssssassssnsass 109
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

f ISLAM \
7))

NIVERSITA
VISINOAN\

~

ww

SR

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

§

\

XXV



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2016-2018,
69

UNIVERSITA
VISINOAN\

ISLAM

S

SR

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

XXVii



Lampiran [

Lampiran 11

Lampiran 111

Lampiran IV

Lampiran V

U
; Penanlg IMwAaMngan Konselor pada Pusat

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII :

Lampiran IX

DAFTAR LAMPIRAN

: Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7

Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan

Anak Korban Kekerasan

: Permohonan Izin Penelitian di Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kab. Kulon Progo

Permohg Pemelitian di Pusat Pelayanan
Terpadu Eﬁ:rli ding ¢grempuan dan Anak

- PermohdianNzin R tian di Pengadilan Agama
Wates

: Pertanydan a dengan Kepala Bidang

Perlmduwmm@n dan Anak Dinas Sosial
rd Peslindungan Anak
7RSI

Kul rogo

"NONE%FAM Perempuan dan

Anak Kab. Kulon Progo

: Pertanyaan Wawancara dengan Hakim Pengadilan

Agama Wates Kab. Kulon Progo

Surat Keterangan Bebas Plagiasi

: Daftar Riwayat Hidup

XXViil



BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bagi manusia adalah hal yang sangat sakral dan
memiliki tujuan yang mulia serta tidak lepas dari ketentuan-
ketentuan yang ditetapkan dalam syariat agama dan hukum.
Melalui perkawinan yang sah, hubungan antara laki-laki dan
perempuan ditempatkan pada posisi yang terhormat selaras
dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan.'

Firman Allah menyebutka ahwa pernikahan sangat

ain: UNIVERSITAS
“Dan di antara tanllglld_aﬁan)-Nya ialah  Dia

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri,
agar kamu cendeM@En& I(Manya, dan Dia
menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada
yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran
Allah) bagi kaum yang berpikir.””

'Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, cet. 8, (Yogyakarta:
Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1996), hlm, 1.

?Ar-Rum (30): 21.
*Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia,

Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab
Suci Al-Qur’an Kementerian Agama, 2012), him. 572.
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Orangtua yang memiliki anak perempuan juga dianjurkan
untuk menikahkan anak perempuan yang belum menikah
sebagaimana firman Allah berikut,

W viﬂ.ﬁ‘ )FJL&JQ};—LAJ\ ng.‘.nua\;Y\ b;&}\)

Artinya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara
kamu, dan juga oramg-orang yang layak (menikah) dari hamba-
hamba sahaya-Mu yang laki-laki dan perempuan...”

Ayat terakhir selain-menunjukkan anjuran bagi wali nikah
untuk memkahkan a«mal(sperempz nya yan;z belum menikah

belia.®

memberlkan batasa min a| syarat pernikahan yaitu
elag) tahun bagi laki-laki dan
mencapai usia 16”'{ tahun bagi perempuan.

Penyimpapgan $ at d sanakan dengan
syarat Uhl ja L an permohonan
dispensasi yang dTSLe ﬁ dmangtua pihak laki-laki atau

pihak perempuan.

Me!ak WNﬁ ntuan batas minimal
usia sebagaimana diat alam Undang-undang tentang

Perkawinan sudah bukan hal yang aneh. Berbagai alasan
melatarbelakangi terjadinya hal tersebut. Mulai dari perempuan

4An-Nur (24): 32.
S Lajnah Pentashih..., AI-Qur'an..., hlm. 354,

°Husein Muhammad, Figh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan
Gender, cet. 5, (Yogyakarta: LkiS, 2009), hIm. 91-92.

’Undang-undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1)
dan (2).
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yang sudah telanjur hamil, laki-laki dan perempuan telah
melakukan hubungan seksual, hingga kekhawatiran orangtua
terhadap pergaulan anaknya sehingga harus segera dikawinkan.
Perkawinan semacam ini acap disebut sebagai perkawinan di
bawah umur.

Perkawinan di bawah umur sepintas seperti menyelesaikan
permasalahan yang melatarbelakanginya. Sebagai contoh,
perempuan yang masih di bawah batas usia kebolehan menikah
telanjur hamil karena melakukan seks dengan seorang laki-laki.
Sementara itu, sebagian besar masyarakat menganggap tabu bila
ada bayi dilahirkan tanpa seorang ayah yang sah. Orangtuanya
lalu  berusaha menyelg aikﬁh.AMasg ah tersebut dengan
mengawinkan anaknya e i di awaﬂ mur agar janin yang

permasalahan seperti kehamila n-hubungan seksual bebas

yang dilakukan oleh lakﬁ”ﬂ]ﬁ&}ﬁﬂ érempuan yang masih di
bawah batas usia diperbolehkan menikah.

Secara S}N g 55 P@A@kan dari
ketentuan Undang-undang Perkawinan adalah pembatasan usia

perkawinan. Perkawme}é M ibarat pintu keluar
darurat yang dlbrNﬁ mendesak dan
tidak ada jalan Kelu mgrénan di bawah
umur sejak awal merupakan problem dan menyimpan problem-
problem yang bisa datang menerpa pelakunya di kemudian hari
ibarat bom waktu.

Problem awal perkawinan di bawah umur adalah ia
membuka peluang anak menjadi pelakunya. Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 pada
Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagai Anak
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
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termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.®
Sehingga apabila seorang perempuan atau laki-laki melakukan
perkawinan sebelum berusia 18 tahun, sekalipun diizinkan atas
dasar dispensasi dari Pengadilan, tidak serta merta
menghilangkan kenyataan objektif bahwa dirinya adalah anak.

Secara tegas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung
jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak
sebagai berikut,

“Pasal 26
(1) Orang tua berkewaji rtanggung jawab untuk:
a. mengasuh, melikats, mendidik, dan melindungi
. g Z
Anak, = ()]
b. menumbuhké¢fib g nak sesuai dengan
kemampuan, &ka mim nya;
¢. mencegah te gdmy rkawinan pada usia Anak; dan

d. memberlkanwgmﬂgﬂ' jf]kter dan penanaman nilai
budi pekerti patia

l),ﬁ)lNlVM ER(& L‘RA)&I bawah umur
adalah terenggutn A&terenggut oleh hal yang
melatarbelakangi a(grmj ia melakukan perkawinan
di bawah u Njg Fl upun terenggut oleh
hal  yang merupakan afau  konsekuensi  dari
perkawinannya seperti hilangnya kesempatan untuk tumbuh dan
berkembang layaknya anak seusianya.
Mengenai hak anak ini diatur dalam beberapa Pasal pada

Undang-undang Perlindungan Anak, salah satunya pada Pasal 4
sebagai berikut,

“Pasal 4

8Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

*Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 Ayat (1).



Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang,
dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi."’

Perkawinan di bawah umur menyimpan problematika yang
akan dihadapi oleh pelakunya, lebih-lebih yang masih tergolong
usia anak. Hak untuk menjalani kehidupan dan tumbuh-
kembang sesuai usianya sangat mungkin tereduksi dengan status
dan perannya setelah menikah. Mereka juga rentan terhadap
berbagai risiko, di antaranya dari sisi kesehatan reproduksi.
Seorang perempuan usia/analSlysang m¢ nikah kemudian hamil

i e 9]
berisiko tinggi mengalam («1_{0m si sﬂa kehamilan, kelahiran,
dan bahkan bisa menyebabka i nak dari si perempuan
5 i : o x i 5
karena si ibu masih dala11>1m uﬁuhan sehingga terjadi
perebutan gizi antara ibu ¢gnganjahinnyal'
Usia anak dalam tinfa ogi-disebut masa adolensi

w

(masa remaja menuju ke;ﬂﬁ Jﬁﬁ{a ini merupakan taraf
perkembangan dalam kehidupan manusia di mana seseorang
sudah tidak UN*W Eﬁgla‘rﬁp&ga belum
dapat disebut orang dewasa. Taraf perkembangan ini pada
umumnya disebut mas Masa peralihan dari
masa anak-anak NE nJau dari sudut
kronologis, pembmﬁn@ at gl k masa remaja
ini sekitar umur dua belas (12) hingga dua puluh (20) tahun.'?

Pada masa adolensi seseorang mengalami masa
pembelajaran  fisiologis  (physiological  learning)  dan

"Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4.

"Dewi Candraningrum, Anita Dhewy, dan Andi Misbahul Pratiwi, “Takut akan
Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam
Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat”, Jurnal Perempuan, Vol. 21, No. 1,
Februari 2016, hlm. 153.

Melly Sri Sulastri Rifai, Psikologi Perkembangan Remaja dari Segi
Kehidupan Sosial, cet. 2, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), him. 1.
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pembelajaran sosial (social learning) secara bersamaan. la akan
mengalami proses perubahan struktur dan fungsi jasmaniah
(fisiologis) mengarah pada kedewasaan fisik."’ Kesadaran akan
adanya perubahan jasmaniah ini menyebabkan ia tidak tahu pasti
tentang status sosialnya, ia masih terikat pada masa kanak-kanak
dan ingin lepas dari masa itu.'* Pada saat yang bersamaan, ia
menghadapi proses belajar melakukan penyesuaian diri atau
adjusment pada kehidupan sosial orang dewasa secara tepat."’
Perkawinan sendiri merupakan suatu hal yang sangat
penting. Di Jawa perkawinan menjadi pertanda terbentuknya
emisahkan diri, baik secara
serta lepas dari kelompok

orang tua dan me gent basis untuk sebuah rumah
tangga baru.'® Oleh pan menjadi hal utama yang
harus dimiliki oleh |$&tia ng hendak melangsungkan

perkawinan, tidak terkecu izpelaku perkawinan di bawah

umur. oo (9 (1

Akan menjadi m@ﬁ&@ eorang yang secara fisik,
sosial, dan_psikologi masih dalam taha angan menuju
dewasa m g ‘l'lfA‘g(awman dengan
segala tanggung nya, yapg jtidak ringan. Bisa jadi
perkawinan dilaksl§ ApMpan pelakunya karena satu
dan lain h NWN $§ emprihatinkan bagi
terwujudnya tujuan perkawin E(el aksiapan pasangan untuk
membangun keluarga akan menyebabkan tidak berfungsinya

keluarga sebagai lembaga psikososial, sehingga tidak mampu
mengintegrasikan setiap anggotanya dalam keutuhan keluarga.'”

Bibid.
“1bid., hlm. 11,
SIbid., him. 1.

"*Hildred Geertz, Kefuarga Jawa, alih bahasa Tim Grafiti Pers, cet. 2., (Jakarta:
Grafiti Pers, 1983), him. 58.

""Kartini Kartono dan Jenny Andari, Hygiene Mental dan Kesehatan Mental
dalam Islam, cet. 4, (Bandung: Mandar Maju, 1989), him. 184.
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Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yoyakarta
memiliki Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang
ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 6 Mei 2015. Di antara
tujuan dari Peraturan Daerah tersebut sebagaimana yang
tercantum dalam teks peraturannya adalah terpeliharanya
keutuhan rumah tangga yang harmonis, tercegahnya kekerasan
terhadap perempuan dan anak, adanya jaminan rasa aman bagi
perempuan dan anak, terlindungi dari tindak kekerasan dan
terlayaninya perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Pengadilan Agama
(PA) Wates memberikﬂm@‘ kepada para calon
pengantin bersama pasd Rgannygy ya perkara permohonan
dispensasinya diajukan |wdi ntak berkonsultasi atau
melakukan konseling ke iisa nzﬁ Terpadu Perlindungan
Perempuan dan Anak (P Uberada di bawah Dinas
Sosial Pemberdayaan Perlindungan Anak

Kabupaten Kulon Progo. H‘” i Mﬁl&tﬁ‘éj dari lembaga tersebut
lalu disampaikan kepada majehs hakim yang menangani

pekitany. NIV?RSITAS
Berdasarkan latar bel ng ini, penyusun tertarik untuk
meneliti bagaimana pe M Daerah Kabupaten
Kulon Progo N ﬁN(E dalam perkara
permohonon dlsm gj ur di Kulon
Progo khususnya yang diajukan Pengadilan Agama Wates dan
sejauh mana implementasi Peraturan Daerah tersebut dalam

memberikan perlindungan terhadap calon pengantin di bawah
umur.

. Fokus Penelitian

Berangkat dari uraian yang telah penyusun paparkan dalam
latar belakang masalah, terdapat dua fokus penelitian dengan
pertanyaan sebagai berikut,
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1. Bagaimana latar belakang pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan?

2. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah tersebut dalam
melindungi calon pengantin di bawah umur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Mengetahui latar belakang pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Perlindungan Pe Anak Korban Kekerasan.
b. Mengetahui eﬁ'ﬁﬁMPer turan Daerah Kabupaten
Kulon Progo ter &
di bawah umufy
2. Manfaat Penelitid o
a. Secara teoritis n igi| diharapkan dapat menjadi

bahan studi da 1al satu sumbangsih pemikiran
ilmiah dalam%ﬁlﬁiﬂ "vjxan -kajian yang mengarah
pada ngembanga Islam, khysusnya mengenai
pew Elﬁjg gannya terhadap
perlmdunga M maupun calon pengantin
di bawah UFJJSL A

b. Secar W N( $ 1 diharapkan dapat
menja!i ahan “masukan  bagi  semua pihak terkait
khususnya  Pemerintah  Kabupaten Kulon Progo,

Pengadilan Agama Wates, dan Kementerian Agama
Kabupaten Kulon Progo sebagai dasar dalam menyusun

program pembinaan calon pengantin di bawah umur.

D. Sistematika Pembahasan
Dalam rangka memperoleh pembahasan dan penulisan
skripsi yang terarah, komprehensif dan sistematis, maka penulis
menyusun sistematika pembahasan meliputi lima bab, yaitu;
Bab pertama, merupakan bab pendahuluan untuk
mengantarkan pembahasan penelitian secara menyeluruh
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meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan
manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua menguraikan kajian penelitian terdahulu dan
kerangka teori. Subbab kajian penelitian terdahulu berisi kajian
terhadap hasil penelitian lain yang terdapat hal-hal yang
berkaitan dengan penelitian penyusun, baik dari tesis, disertasi,
maupun penelitian lainnya yang dimuat dalam jurnal.
Selanjutnya memuat subbab kerangka teori yang berisi teori dan
tinjauan definisi sebagai kerangka berpikir untuk mengkaji dan
membahas masalah dalam penelitian ini.

Bab ketiga berisi metode penelitian. Di dalamnya diuraikan
mengenai jenis penelitia datSlpémh‘.kg n, tempat atau lokasi
penelitian, informan pe gﬂ)itia eknik | penentuan informan,

. = Ql.
teknik pengumpulan data,|dan (Cknik anal

Bab keempat beris (fiha elﬁin dan pembahasan.
Penyusun akan memapa A yang diperoleh dari
upaya pengumpulan data ang-kCmudianldibahas m¢nggunakan
teori-teori yang sudah dite ' ] &jﬂj@‘

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan
hasil penemizqu MEﬁg&I:ﬁ'Zﬂ @bali hasil
penelitian serta memuat saran yang merupakan harapan penulis
kepada pihak-pihak y (A alam masalah atau

bidang yang diteli‘NDONESIA




BAB 11
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU
DAN KERANGKA TEORI

Penyusun pada bab ini akan menyajikan kajian penelitian
terdahulu, yaitu kajian terhadap hasil penelitian lain yang terdapat
hal-hal yang berkaitan dengan penelitian penyusun. Bab ini juga
memuat kerangka teori untuk menyusun suatu kerangka berpikir
dalam penelitian ini.

A. Kajian Penelitian Terdahul
Kajian penelitian terabluELhﬁAbAenf_Ej an untuk mengetahui
seberapa jauh penelitia “peng p  vang sudah dilakukan
sebelumnya dan hasilnya. Sl ntuk mengetahui letak
perbedaan penelitian ini o
sudah ada.

Peraturan Dam at Rr' ‘i,gm r 7-Lahun 2015
tentang Perli &ME §Ea A ekerasan
dalam memberikan perlgﬁ.;n qlm calon pengantin di
bawah umur. Berikut "beberapa penelitian yang membahas
tentang implemerItN @Wsium perlindungan
terhadap pendewasaan usia perkawinan serta perkawinan di
bawah umur.

Erlina dalam disertasi program doktor ilmu hukum
Universitas Islam Indonesia, lulus tahun 2016 berjudul
“"Pemenuhan  Hak  Konstitusional = Perempuan  melalui
Pembentukan Peraturan Daerah” mengulas mengenai konsep
hak konstitusional perempuan dalam pembentukan peraturan
daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Selatan.
Rumusan masalah dalam disertasi ini (1) bagaimana konsep hak
konstitusional perempuan sebelum dan sesudah perubahan UUD

RI 1945, (2) apakah konsep hak konstitusional perempuan telah
11
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terimplementasi  di tingkat peraturan daerah DIY dan
Kalimantan Selatan, dan (3) bagaimana konsepsi ideal tentang
pembentukan peraturan daerah yang dapat memenuhi hak
konstitusional perempuan.

Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa pengaturan
konsep hak konstitusional perempuan di dalam UUD RI 1943
hasil perubahan/amandemen lebih rinci dan lengkap. Sebelum
amandemen, konsep hak konstitusional perempuan hanya terdiri
dari lima poin. Sesudah amandemen terdapat 17 Pasal dengan 40
substansi hak yang beragam dalam 14 rumpun hak. Hasil

berikutnya konsep sional perempuan belum

Dn rah yang dapat memenuhi
c%lh Peraturan Daerah yang
muatannya proporsro
muatannya sejalan dénga lak/Undang-undang Dasar dan

Pancasila sebagai lea bangsa, dan peraturan daerah yang
mengak ﬁps\li n pengalaman

perempuan untuk ﬁ:t -hak konst:tusnonalnya
Dewi Candr (ISI;- , dan Andi Misbahul
Pratiwi dala H ﬁl‘ al Perempuan, Vol.
21, No. 1, Febru ? Jg n Zina, Pendidikan
Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam
Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat” meneliti mengenai
motivasi pernikahan anak yang terjadi di Sukabumi Jawa Barat

serta peran negara kaitannya dengan pernikahan anak.
Kesimpulan dari riset yang dilakukan Dewi Candraningrum

dan kawan-kawannya bahwa ada beberapa faktor utama yang
menjadi penyebab tingginya perkawinan usia dini yaitu akses

'Erlina, “Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan melalui Pembentukan
Peraturan Daerah”, Disertasi Doktor, Yogyakarta: Program Doktor (S-3) Ilmu
Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016.
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buruk atas pendidikan bagi anak perempuan, faktor kemiskinan,
faktor narasi tafsir agama yang konservatif dan tidak ramah
gender, serta sosialisasi narasi takut pada pacaran dan perbuatan
zina. Peran negara dalam menjamin perlindungan terhadap anak
khususnya anak perempuan dapat dilihat dengan diratifikasinya
beberapa konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak
diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990
dan Convention of the Elimination off All Forms of
Discrimination Against Women (CEDAW) diratifikasi melalui
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. Selain itu juga disahkan
beberapa Undang-undang seperti Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Pey wdlﬁngy dan Undang-undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentangdia A%ai Manusia. Kaitannya
dengan perkawinan anak, negara epenuhnya hadir untuk
melindungi anak. Batas dalam Undang-undang
Perkawinan masih berko ensi Hak Anak.’
Tedy Sudrajat dalam—tudis: a—berjudul “Perlindungan
Hukum terhadap Hak Axﬁiig T J@ Asasi Manusia dalam
Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia” yang dimuat di jurnal

Kanun Jurnall Il IIW Eﬂgi@AaSnak dalam

tata hukum Indonesia yang sudah diakomodasi dalam beberapa
Undang-undang serta plgllga.pA lam dan hukum adat

mengenai hak /l ini rlindungan hukum
terhadap hak ana mnmESiAlam perspektif
sistem hukum keluarga di Indonesia masih banyak mengalami
kendala, antara lain berhubungan dengan peraturan perundang-
undangan, badan pembina, badan penyelenggara, sarana
kesehatan, anggaran, sosialisasi dan kepesertaan sehingga hak

anak belum terlindungi dari  berbagai bentuk kekerasan,
eksploitasi, atau diskriminasi. Oleh karena itu, pemerintah dan

?Dewi Candraningrum, Anita Dhewy, dan Andi Misbahul Pratiwi, “Takut akan
Zina, Pendidikan Rendah, dan Kemiskinan: Status Anak Perempuan dalam
Pernikahan Anak di Sukabumi Jawa Barat”, Jurnal Perempuan, Vol. 21, No. 1,
Februari 2016, him. 153-184.



14

pemerintah daerah perlu mengimplementasikan hak-hak tersebut
dalam peraturan ataupun kebijakan yang melindungi hak-hak
anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.’

Zulfiani dalam jurnal hukum Samudra Keadilan menulis
tulisan berjudul “Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di
Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor | Tahun 1974,
Dalam tulisannya Zulfiani menyatakan meski batas usia minimal
perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,
namun di dalam Undang-undang itu juga terdapat aturan yang
memungkinkan menyimpangi batas usia. Kenyataan ini
hukum, yaitu harmonisasi
an sistem hukum yang lain

melahirkan minimal d

Marmiati M
“Problematika Perk

tulisannya  berjudul
Umur” yang dimuat dalam
Jurnal Analisa Volum ﬁ;’%ﬂr 02 Juli-Desember 2012
meneliti faktor-faktor’pt dan’ motif perkawinan di bawah

umur, dampak d idupan keluarga, serta pandangan
masyaramiu%ﬁgrﬁréwg umur. Dalam
uraiannya, faktor bab perkawinan di bawah umur yang
terjadi di lokasi pel::ﬁ[m' cahfatan* Wonoayu, Sidoarjo, Jawa

Timur adalaPWNE:Si ja mengakses konten-
konten pornograti, merebaknya pergaulan bebas yang melebihi
batas norma-norma agama, kehamilan yang tidak diinginkan,

perhatian orangtua yang sangat minim, serta pengetahuan agama
yang termasuk dangkal. Adapun motif perkawinan di bawah

’Tedy Sudrajat, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi
Manusia dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia”, Kanun, Jurnal llmu
Hukum. No. 54 Tahun XIII (Agustus 2011), Banda Aceh: Fakultas Hukum
Universitas Syiah Kuala, him. 112-130.

“Zulfiani, “Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 12,
No. 2 (Juli-Desember 2017), Langsa: Fakultas Hukum Universitas Samudra, hlm.
211-221.
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umur calon pengantin perempuan hamil karena beberapa alasan,
di antaranya untuk mendapatkan pengesahan nasab anak yang
kelak dilahirkan secara hukum, untuk menjaga dan
membersihkan nama baik orangtua, serta motif orangtua agar
tanggung jawab ekonomi terhadap anak menjadi berkurang.
Dilihat dari aspek agama, dengan pernikahan di bawah umur
seolah calon pengantin terhindar dari dosa dan perzinaan. Selain
itu ada kejelasan status bayi yang dikandung. Berkurangnya
beban orangtua karena anaknya sudah menjadi tanggungan
suaminya. Bagi pasangan pelaku perkawinan rentan mengalami
perselisihan karena secara psikologis maupun ekonomi belum
mapan. Sementara itu, Us)yd&iké‘M]en nggap perkawinan di
bawah umur terjadi kare ‘z_[fak eteréz ksaan, membuat malu
keluarga, dan merugikan ¢ran

dﬁl “Urgensi Kedewasaan
dalam Perkawinan (Tinjagan a Minimal Usia Nikah
dalam Undang-undang Nomerl “Fahinl 1974)". Siti Badiroh
memfokuskan penelitian@éﬁﬁéﬁﬂi@lana ketentuan Pasal 7

UU Perkawinan dilihat dari sisi fikih. Hasil penelitiannya

membawa pa@N‘P\M ER{SIIMSSnimaI usia

perkawinan pada UU__ Perkawinan merupakan langkah
pembaruan. Dibanding di beberapa negara

berpenduduk musMﬁ as madnimalusia untuk laki-laki
relatif tinggi. Na )N,.ElglA:an batas usia

minimalnya tergolong rendah dibanding ketentuan di negara

Siti Badiroh menyus

muslim lainnya.®
Isti'anah dalam tesisnya berjudul “Pemberlakuan Sanksi
bagi Pelaku Nikah di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam”

SMarmiati Mawardi, “Problematika Perkawinan di Bawah Umur’, Jurnal
Analisa. Volume 19 Nomor 02 (Juli-Desember 2012), Semarang: Balai Penelitian
dan Pengembangan Agama Semarang, him. 201-212.

°Siti Badiroh, “Urgensi Kedewasaan dalam Perkawinan (Tinjauan atas Batas
Minimal Usia Nikah dalam Undang-undang Nomor | Tahun 1974)”, Tesis Program
Pascasarjana, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
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menggunakan pendekatan normatif dan menganalisis dengan
teori perkembangan mukallaf, teori kecakapan hukum, teori
klasifikasi haram, dan teori ‘ughah at-ta’zir. Pembahasannya
membawa pada kesimpulan bahwa perkawinan di bawah umur
tidak diperbolehkan dalam Islam sebab tidak dijumpai sifat
rusyd, dan perkawinan tidak bisa dilakukan oleh anak kecil
karena dipandang tidak memiliki kacakapan hukum. Penerapan
sanksi bagi pelaku perkawinan di bawah umur sesuai dengan
ketentuan hukum Islam bahwa setiap larangan atau perbuatan
yang dihukumi haram terdapat di dalamnya batasan dan ta'zir.
i inan di bawah umur dilarang

judul "Kedewas %
Indonesia™. Munir fopsep  penentuan batas usia
minimal perkawmaﬂ pat dalam bahasan kitab-kitab

fikih kW %thas minimal usia
perkaw I Undang-undang
Perkawinan. Pemla$tﬁ:nﬁf bawa pada kesimpulan bahwa
penentuan batas kawinan dalam Undang-
undang Pe qu @N$ n dari hukum yang
sudah berlaku di Indonesia sebelum diun angkannya Undang-
undang Perkawinan, yaitu hukum adat, hukum Belanda, dan
hukum Islam.*

Lutfi Ma’sum Mustopa dalam tesisnya berjudul “Batas Usia
Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

7Isti’anah, “Pemberlakuan Sanksi bagi Pelaku Nikah di Bawah Umur Perspektif
Hukum Islam™, Tesis Program Pascasarjana, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2012.

$Moh Agus Syahrur Munir, “Kedewasaan dalam Undang-undang Perkawinan
Indonesia”, Tesis Program Pascasarjana, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2003.
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tentang Perkawinan Menurut Psikologi Perkembangan dan
Magqasid asy-Syari’ah asy-Syatibi” meneliti (1) bagaimana batas
usia perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 menurut
psikologi perkembangan, (2) bagaimana batas usia perkawinan
dalam UU Nomor | Tahun 1974 menurut magqasid asy-syari’ah,
dan (3) bagaimana perbandingan tentang batas usia perkawinan
dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dalam tinjauan psikologi
perkembangan dan magqasid asy-syari’ah.

Penelitian literatur dengan pendekatan kualitatif yang
dilakukan Lutfi Ma’sum Mustopa menuju pada kesimpulan
Nomor | Tahun 1974
dalam kajian psikologi magih l!e:sxjgﬁé‘ﬁg Aahap remaja di mana
seseorang masih dalam 5 la masih perlu
pembelajaran dalam sega pannya. Sedangkan
batas usia perkawinan dala nur% kajian maqasid asy-
syari’ah setidaknya berhu ngafy empat unsur pokok

yang dilindungi agama e haraan  keturunan,
pemeliharaan jiwa, pemellhgimwﬁ‘fpemeliharaan harta.
Adapun perbandingan batas u ari segipsikologi
perkembangan mb %’:ﬁ éi‘li gmenurut
perkembangan kogmtlj Seor: kan  memegangi
idealismenya, mandiri dal Sfﬂ‘ltrﬁbséésesuatu bertindak
tanpa dilandasi pl NE% asy-syan ‘ah
perkawinan pada us:a remaja perlu indar1 agar akal
terlindungi dan tetap dapat berpikir bijaksana, perkembangan
fisiknya terlindungi, serta menunggu siapnya ekonomi atau
finansial.’

Musa Arifin dalam tesisnya yang berjudul “Perlindungan

Hukum terhadap Anak (Sebuah Studi Komparatif antara
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

bahwa batas usia perkawina

‘Lutfi Ma’sum Mustopa, “Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menurut Psikologi Perkembangan dan
Magqasid asy-Syari’ah asy-Syatibi®, Tesis Sekolah Pascasarjana, Malang: UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
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Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak)” meneliti perbandingan antara kedua Undang-undang
tersebut dan bagaimana pembaruan hukum Islam mewarnai
keduanya. Hasilnya konsep perlindungan anak terdapat pada
kedua Undang-undang tersebut dengan beberapa persamaan dan
perbedaan.'’

Maylissabet dalam tesisnya yang berjudul “Praktek
Dispensasi Nikah Karena Hamil di Pengadilan Agama se-DIY
(Studi Sikap-sikap Hakim Pengadilan Agama se-DIY)” meneliti
(1) bagaimana sikap para hakim Pengadilan Agama se-DIY
i mempertimbangkan prinstp
perlmdungan ter @ap (2) bagaimana ide-ide yang
htuk menanggulangi tingginya
dlspensaSI nikah %e oan mempertimbangkan fakta-

Tesis Mayli ndekatan normatif yuridis ini

menghasilkan ke@ﬂﬂ’&rﬂ%ﬁ para hakim agama se-DIY

sepakat bahwa adanya aturan dispensasi nikah adalah

pengtn?;“ R %ﬂﬂ$ Aa$arena hamil tidak
dimak an untu ne grgt;tt.s sig” nikah dalam UU
Perkawinan malls I_UAIMgan Anak. Menurut mereka,

jika kedua plhak yan engajukan dlspensa31 tidak merasa
didiskrim] g[\lé ¥\ maka hal ini tidak
termasuk melanggar UU Perlindungan Anak. Bahkan,

pengabulan dispensasi nikah karena hamil bertujuan untuk
melindungi anak yang sedang hamil dan anak yang ada dalam
kandungannya serta mengurangi kemungkinan terjadinya
keburukan yang lebih besar seperti gangguan psikologis, aborsi,
ataupun bunuh diri. Para hakim pengadilan agama se-DIY
menawarkan ide-ide yang muncul dari fakta persidangan untuk
menekan tingginya dispensasi nikah karena hamil yaitu adanya

'©Musa Aripin, “Perlindungan Hukum terhadap Anak (Sebuah Studi
Komparatif antara Undang-undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan dan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)”, Tesis
Program Pascasarjana, Y ogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
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peran dan kontrol orangtua terhadap kehidupan anak,
pemantapan keimanan anak sejak dini, memaksimalkan peran
sekolah, kepedulian lingkungan sekitar, penertiban media sosial
dan tempat-tempat umum, peningkatan kepedulian aparat
pemerintah, serta peningkatan penyuluhan tentang bahaya seks
bebas dan risiko pernikahan dini."!

Umar Faruq Thohir dalam tesisnya pada program
pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga berjudul
“Problematika Nikah di Bawah Umur; Idealitas dan Realitas
(Studi Kasus di Desa Bicabbi, Kecamatan Dungkek Kabupaten

hukum Islam terhadap per kﬁﬂﬁl‘cﬁ'&u&a umur, (2) mengapa
masyarakat Desa Bicabbi mila c :

Hasil dari penelitian -] unjukkan bahwa ada
beberapa faktor yang menyebék 4. ’ rarakat di Desa Bicabbi

melestarikan permkahan dini yaitu karepa sudah menjadi tradisi
atau adat |stlad Eﬁ ;EAgsyarakat
untuk mengakses pen $ lebih tinggi, faktor
perjodohan, faktor hasrat(I a:lr-faé di luar nikah, dan
arahan atau petunJL‘NpaO paknya ada
dampak positif yang didapat yaitu ‘dapat mermgankan beban

ckonomi orangtua dan selamat dari pengaruh pergaulan bebas.
Meskipun demikian terdapat dampak negatif yang timbul yaitu
kepribadian pelaku nikah usia dini masih kurang matang,
banyaknya kehamilan di usia muda, dan kesulitan dalam
membiayai keluarga.'?

""Maylissabet, “Praktek Dispensasi Nikah Karena Hamil di Pengadilan Agama
se-DIY (Studi Sikap-sikap Hakim Pengadilan Agama se-DIY)", Tesis Program
Pascasarjana, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

“Umar Faruq Thohir, “Problematika Nikah di Bawah Umur; Idealitas dan
Realitas (Studi Kasus di Desa Bicabbi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten
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Penelitian tesis Endah Tiara Furi berjudul “Praktek Nikah
di Bawah Umur dan Upaya Penanggulangannya di Kecamatan
Gedangsari Gunungkidul Tahun 2012-2016 (Kajian Sosiologi
Hukum)” memfokuskan penelitiannya pada (1) apa faktor-faktor
sosial budaya yang menyebabkan terjadinya pernikahan di
bawah umur di Kecamatan Gedangsari tahun 2012-2016 dan (2)
bagaimana peran hukum yang dilakukan oleh Kantor Urusan
Agama Gedangsari dan pihak-pihak dalam menanggulangi
perkawinan di bawah umur tersebut.

Endah Tiara Furi menggunakan pendekatan sosiologi
bersifat deskriptif ini. Hasilnya

kawinan di bawah umur di
kecamatan Gedaffgsaisvabigaz alasan itu adalah wnwanted
pregnancy, faktd H i

Sedangkan tiga fa pakro penyebabnya adalah kemiskinan,

letak geografis, %wﬁéjﬁj@jdidikan yang saling bertalian
dalam membentuk pola sikap dan budaya hukum masyarakat.

Kesimﬂwm Tprs putusan Bersama 2013
dan arasi Du 01 % g ‘merupakan bentuk rekayasa
sosial hasil inilis,&nAUMx Agama Gedangsari. Setiap

stakeholder yang terlibat dalam keputusan dan deklarasi tersebut

bergerak r *A dengan asas saling
memberikan informasi dan membantu untuk mencegah
terjadinya perkawinan di bawah umur dengan pendekatan sosio
kultural kepada masyarakat."

Tesis dari Moh. Habib Al Kuthbi dengan judul “Dampak
Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Hubungan dalam Rumah
Tangga (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus

Sumenep)”, Tesis Program Pascasarjana, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 201 1.

“Endah Tiara Furi, “Praktek Nikah di Bawah Umur dan Upaya
Penanggulangannya di Kecamatan Gedangsari Gunungkidul Tahun 2012-2016
(Kajian Sosiologi Hukum)”, Tesis Program Pascasarjana, Y ogyakarta: UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2016.
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Kabupaten  Gunungkidul ~Tahun 2012-2013)”  berusaha
menjawab  pertanyaan (1) apa  faktor-faktor  yang
melatarbelakangi perkawinan di bawah umur di desa Purwodadi
Tepus Gunungkidul dan (2) bagaimana dampak perkawinan di
bawah umur di desa tersebut terhadap hubungan rumah tangga.
Penelitian  yang  bersifat  deskriptif-analitis ~ dengan
pendekatan psikologis ini menghasilkan kesimpulan bahwa
faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di
bawah umur di lokasi objek penelitian adalah faktor ekonomi di
mana taraf ekonomi warga masih tergolong rendah, tingkat
pendidikan yang rendah, maraknya penggunaan gawai dan
perangkat teknologi lainnya, rlf%nﬁ’i@ﬁam a sektor pariwisata
i ¢tempat, serta masih

tidak semua perkawinan di bawah umur di lokasi éenelman

berakhir denga M I]T:FAl ¢
Berikutnya tesis dar ul Munir, berjudul “Perkawinan
Dini di Yogyakarta dan Eleslﬂ\é at dari Tahun 2001-
2003 dalam Persp I enelitiannya,
Munir  menggun lﬁ! wgmﬁ sgoslﬁgls normatif.
Kesimpulannya adalah bahwa istilah “pernikahan dini” lebih
terdengar familiar atau umum di telinga masyarakat
dibandingkan istilah yang digunakan dalam Undang-undang.
Menurut pandangan masyarakat, faktor usia tertentu bukanlah
pembatas boleh tidaknya seseorang melakukan perkawinan

sebagaimana ketentuan Udang-undang, melainkan kemampuan
materialnya. Sedangkan pernikahan dini dalam hukum Islam

""Moh. Habib Al Kuthbi, “Dampak Perkawinan di Bawah Umur terhadap
Hubungan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan
Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012-2013)”, Tesis Program Pascasarjana,
Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
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ukurannya adalah kemampuan bertindak secara hukum (ahliyyat
at-taklif). Berdasarkan penelitian ini, ditinjau dari hukum Islam
pernikahan dini yang terjadi pada kurun waktu yang diteliti
hukumnya sah secara hukum. Dasarnya adalah perkawinan yang
ditetapkan dalam Undang-undang dengan sendirinya tidak
bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Ditinjau dari
aspek maslahah dan mafsadah, perkawinan dini banyak
memberi maslahah bagi pelakunya dalam memelihara
kemaslahatan akal, nasab, kehormatan diri, dan mencegah
terjadinya perbuatan zina dan kehamilan di luar nikah."

B. Kerangka Teori
Setiap peneli

i 682 i dengan pemikiran-pemikiran
teoretis. Hal ini |fis

eri_Irena adanya hubungan timbal
balik antara teori ran-kegiatan pengumpulan data,
konstruksi data, pen dan analisis data.'®

Teori sendu@j@ﬁiﬁ%ﬂ@}mgkat konsep, definisi, dan

proporsi yang tersusun secara sistematis yang menyatakan

hubuw p$I;TA dapat menjelaskan
dan méramalkan fenomena yang ecara stematls
Untuk meri&ll_eWMus penelitian dalam tesis ini,

dlkemuka an beberaEa teori dan tmjauan umum sebagai berikut;

1. Teori Pembentukan Undang-undang
M. Solly Lubis menyatakan bahwa perundang-undangan
adalah proses pembuatan peraturan negara. Dengan kata lain

15 Abdul Munir, “Perkawinan Dini di Yogyakarta dan Persepsi Masyarakat dari
Tahun 2001-2003 dalam Perspektif Hukum Islam”, Tesis Program Pascasarjana,
Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

'“Ronny Hanitijo Soemitro,Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimeiri, cet.5,
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), him. 41.

"Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2008), him. 38.
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adalah tata cara sejak dari perencanaan (rancangan),
pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan yang terakhir
pengundangan peraturan. Perundang-undangan dapat terjadi
di tingkat pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah.'®
Perundangan-undangan dalam pengertian M. Solly Lubis
pada saat ini lebih kita kenal dengan istilah legislasi. Anis
Ibrahim  mengartikan  legislasi sebagai suatu proses
pembuatan hukum dalam rangka melahirkan hukum positif.
Legislasi ini dimulai dari tahap perencanaan, pembuatan
hukum, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan,
i produk hukum.'
gpsls%%lf""\m,e erangkan  metode
i i@ n kehendak umum.

pengundangan, hingga sosialisa

Jean  Jacques
pembentukan hukum ya
Terdapat tiga metode
hukum, pertama, kehend apat ditunjuk oleh
seseorang legislator. ditunjuk karena
meskipun kehendak umunr;
memutuskan apa yang 4 ehe Lk umum itu, dapat

berbuat kesalahan. Kedua, kehendak umum itu lahir ketika

individu-indWls t i dalam
institusi politik, yaitu a. Legitimasi kehendak umum
adalah ketika tercapJﬁWgan suara bulat,
artinya setiap m@mrapersetujuan.
Ketiga, hukum Sebagai” keéfienda apat dihasilkan
melalui musyawarah atau voting (pengambilan suara) yang
dilakukan dalam sidang rakyat.*’

'8M. Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-Undangan, cet.3,
(Bandung: Mandar Maju, 1989), him. 1-2.

“Anis Ibrahim, “Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi
Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur”,
Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Semarang: Universitas Diponegoro
Semarang, 2008, him. 114.

“Reza Antonius, Melampaui Negara Hukum Klasik, (Yogyakarta: Kanisius,
2007), him. 59-60.
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Hans Kelsen dalam teorinya mengenai sistem hukum
menerangkan:

Hukum mengatur pembentukanya sendiri karena suatu
norma hukum menentukan cara membuat norma hukum
yang lain, sampai derajat tertentu, menentukan isi dari
norma yang lain. Karena hukum yang satu valid lantaran
dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma
hukum yang lain ini menjadi landasan validitas dari norma
hukum yang disebut pertama. Hubungan antara norma
yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma
yang laln lag1 dapat dlgambarkan sebagai hubungan antara

suberdinasi yang merupakan kiasan

Tatanan ryfama  tatanan  hukum  yang
dipersonifikasi lam bentuk negara, bukanlah sistem
norma yan sama Iei yang harus dikoordinasikan,
yang berditi-s X@ﬂ sederajat, melainkan suatu
tatanan urutaty a dari tingkatan-tingkatan yang

ang saty, yakni norma yang
@vafﬁmﬁ yang lebih tinggi,
yang dit no rma lain yang tinggi lagi, yang
dltentuszl?gl_pA yang lebih tinggi lagi, dan
bah egressus (ran proses pembentukan hukum)
ini N‘ E(ﬁ r yang tertinggi, yang
karena menjadl dasar tertinggi lagi dari validitas

keseluruhan tatanan hukum, membentuk suatu kesatuan
tatanan hukum ini.*!

Adapun urutan tingkatan dalam tata hukum menurut
Hans Kelsen dari yang tertinggi hingga yang lebih rendah
adalah;

a. konstitusi; konstituti adalah tingkatan paling tinggi dalam
hukum nasional karena dipresuposisikan sebagai norma

2'Hans Kelsen, General Theory of Law and State, alih bahasa Raisul Muttaqgien,
Teori Umum tentang Hukum dan Negara, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 179.
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dasar. Dalam arti formal, konstitusi adalah suatu
dokumen nyata sebagai seperangkat norma hukum yang
mungkin diubah hanya menurut ketentuan khusus agar
perubahan norma ini sulit dilakukan. Sedangkan dalam
arti material, konstitusi terdiri dari aturan-aturan yang
mengatur pembuatan norma hukum umum, khususnya
pembuatan undang-undang,
norma umum yang dibuat berdasarkan konstitusi
(Undang-undang dan kebiasaan); norma umum yang
ditetapkan dengan cara legislasi atau kebiasaan,
membentuk suatu tingkatan di bawah konstitusi dalam
hirarki hukum. Nornfa;nbrm& fmyny ini dijalankan oleh
organ yang kompetenZkhys a % gadilan dan otoritas
administratif.  Orgaf .= hukum  harus
tatan lhukum, yang juga
Arus cﬁi uti organ pada saat
. itu, norma umum
ebiasaan memiliki dua

aXe!

menerapkan hukum.ZOfeh,.
hukum undang-undarig/ata

fungsi besar, yaitu perfama, menentukan organ pelaksana

hukum (!ga Ie ER&&I@A kedua,
menentukan tindalja$ disial dan administratif organ
tersebut. Tindakan 4 LAMnciptakan norma
individual, yai pada kasus
e TNETINESEA

norma individu yang dibuat berdasarkan norma umum;
norma umum yang memuat kondisi dan konsekuensi
yang abstrak harus diindividualisasi dan dikonkretisasi
agar dapat bersentuhan dengan kehidupan sosial atau
diterapkan dalam realitas. Secara dinamis, norma
individual ini adalah tahapan akhir dari suatu proses yang
dimulai dengan penetapan konstitusi, dilanjutkan dengan
legislasi dan kebiasaan, dan menuju pada proses yudisial
yang bersifat individual. Sebagai gambaran, ketika
pengadilan memutuskan atau menetapkan suatu hukuman
kepada terdakwa, pengadilan menerapkan suatu norma
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umum. Tetapi secara simultan, pengadilan juga membuat
suatu norma individual yang menentukan sanksi tertentu
harus dijatuhkan terhadap individu tertentu dalam proses
adjudikasi.”?

Undang-undang idealnya mampu memfasilitasi proses
pembangunan. Banyaknya undang-undang yang belum bisa
memfasilitasi proses pembangunan menunjukkan adanya
masalah dalam sistem pembuatan undang-undang itu. Proses
penyusunan rancangan undang-undang adalah bagian yang
tersebut. Fakta menunjukkan

undang-undan
pada kelemb
menyebabkan =

'8 miliki daya dorong perubahan
diperlukan, sehingga akhirnya
an kerawanan yang terus-
menerus dihada a bérkembang dan yang sedang

dalam masa tr@@fﬂfﬁ:’ﬂ]@J

Perundang-undangan yang berkualitas adalah
p jekkan keberpihakan
kMMMﬁR%LT en $bangkan konstitusi
dan prinsip tIrSLyAgMek yang pertama.”
2. Teori liniembAtab] Kebifakan| A\

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan

dari suatu rencana yang sudah disusun secara matang dan
terperinci. Kebijakan adalah bentuk penerapan teori tentang

22Jimly Asshiddigie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum,
cet.2, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2012), him. 101-110.

BAnn Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abey, Penyusunan Rancangan
Undang-undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis, Sebuah Panduan
untuk Pembuat Rancangan Undang-undang., alih bahasa Johanes Usfunan, dkk,
(Jakarta: Proyek ELIPS 11, Edisi kedua, 2002), him. 21.

2Bivitri Susanti, dkk. Bobot Berkurang, Janji Masih Terutang: Catatan PSHK
tentang Kualitas Legislasi 2006, (Jakarta: PSHK, 2007), hlm. 5.
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problem persoalan. Artinya suatu kebijakan berangkat dari
teori.

Implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai bentuk
nyata dari turunan undang-undang. Menurut Daniel A.
Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip
oleh Solihin Abdul Wahab;

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya
terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau
dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi
kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-
kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-
pedoman kebijaksang egara—yang mencakup baik
usaha-usaha untuk tmengadmmi% asikannya maupun

untuk menimbulkan aliiba k fiyata pada masyarakat
atau kejadian-kejadian/3 0
> 0
Negara sebagai sua Eorg asi g.llik selain memiliki
tujuan yang harus direalisastKan=juga memiliki berbagai

permasalahan yang haruéféjﬂ PP @Isalahan tersebut bisa
berasal dari masyarakat itu sendiri, atau bisa juga berasal

akibat dam@M&VdEFQi@rﬁmi&u oleh

pemerintah.*®

Peran pemerintah IaghdnAtMpublik menempati
posisi yang sanga Q:QN 0sgs pembuatan
kebijakan. Fung i tl'Aah adalah

menyiapkan, menentukan, atau menjalankan kebijakan atas

nama dan untuk keseluruhan masyarakat di daerah
kekuasaannya.”’

#*Solihin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan 1, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1997),
hlm. 65.

*Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik, (Bandung: Penerbit Asosiasi Ilmu
Politik Indonesia (AIPI), 2006), him. 35.

*"Hoogerwerf, llmu Pemerintahan, alih bahasa RLL Tobing, (Jakarta: Erlangga,
1978), him. 9.
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Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya didasarkan
atas prinsip-prinsip ekonomis, efisiensi, dan administratif,
akan tetapi juga harus dilandasi dengan pertimbangan etika
dan moral. Etika mempersoalkan mengapa kita harus
bertindak demikian, sedangkan moral berbicara bagaimana
kita bertindak.*®

Menurut Edwards dan Sharkansky, kebijakan publik
dapat ditetapkan secara jelas dalam bentuk peraturan
perundangan, pidato-pidato pejabat pemerintah, atau dalam
bentuk program- program proyek-proyek, dan aksi-aksi yang

dengan kebul&m Y3 r rendah yang bersifat teknis

operasional. lebih rendah merupakan

o

penjabaran daWM@’g lebih tinggi serta materinya
tidak bertentangan. Selain itu, strata kebijakan publik tersebut

QMVER&T 1 Kebiakan yong
an kebijakan yang
dianggap su ngkAsMga kebuakan tersebut dengan

mudah dapat dumlementasnkan secara efektif dan efisien.’
IA tingkatan kebijakan

pubhk yaltu pollcy level, organizational level, dan

operational level. Pada setiap tingkatan tersebut, kebijakan
publik diwujudkan dalam bentuk institutional arrangement
(peraturan perundang-undangan) yang sesuai dengan tingkat
hierarkinya. Dalam suatu negara yang menganut demokrasi,

*Franz  Magnis-Suseno, FEtika  Politik:  Prinsip-prinsip  Moral —Dasar
Kenegaraan Modern, (Jakarta: PT Gramedia, 1986), hlm. 13.

M. Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Keijaksanaan Negara, (Jakarta:
Bina Aksara, 1984), him. 18-19.

*Tachjan, Implementasi..., hlm. 16-17.
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policy level diperankan oleh kekuasaan legislatif dan
vudikatif, sedangkan organizational level diperankan oleh
kekuasaan eksekutif. Adapun operational level terdapat pada
satuan pelaksana (operating units) dalam masyarakat.’'
Implementasi kebijakan peraturan daerah sebagai produk
hukum dapat disandarkan pada teori dari Soerjono Soekanto
tentang fakta-fakta yang memengaruhi bekerjanya hukum
dalam masyarakat,’ sebagai berikut,
a. Keadaan peraturan perundang-undangan.
Pelaku penegakan hukum.
Masyarakat dan budaya hukum.
Fasilitas sarana dan p @gat‘ﬁjlaAM
Keterbatasan dana

o oo o

3. Teori Magslahah
Salah satu teori v

P

alam penelitian ini
adalah teori maslahah. is, arti al-maslahah
adalah kebaikan, kepan{hﬁs kan, kepatutan, atau
kebermanfaatan. Kata al-maslahah merq@kan gvan dari

kata al-mafsW’g\%E

Secara terminologi bera umhu.sul al-figh telah
memberi makna ataugjglﬁmA ah. Salah satu di
antaranya adal W$ takan bahwa
makna asli dari n!:ﬂ hah adalah menar L:manfaatan atau

menghindari kemudaratan (jalb al-manfa’ah atau daf® al-
madarrah). Menurutnya, yang dimaksud maslahah dalam arti
terminologis adalah memelihara dan mewujudkan tujuan

Q@NERSlTA
VISINOAN\

*'Daniel W. Bromley, Economic Interest and Institutions: The Conceptual
Foundations of Public Policy, (New York: Basil Blackwell Ltd., 1989), hlm. 32-33.

“Soerjono Soekanto, Hukum dalam Masyarakat. (Jakarta: Rajawali Sakti,
1980), him. 55.

“Ibrahim Mustafa, dkk, al- Mu'jam al- Wasit, (Tahran: al-Maktabah al-
Ilmiyyah, t.t.), Juz ke-I, hIm. 522.
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Syara’ yang berupa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan,
dan harta. Al-Gazali juga menegaskan bahwa setiap sesuatu
yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima
tujuan Syara’ tersebut dapat dianggap sebagai maslahah.
Sebaliknya, setiap sesuatu yang berpotensi mengganggu dan
merusak kelima tujuan Syara’ tersebut dinilai sebagai
mafsadah. Oleh karena itu, mencegah mafsadah dapat
dikualifikasi sebagai maslahah.**

Najmuddin ath-Thufi mengemukakan bahwa makna
maslahah dapat dilihat dari segi ‘wrfi dan syar’i. Dari segi

as, y-Syan b i
muamalah.®

Dalam pefb};}”ﬂ%‘jﬂﬁ@jmm al-figh, disebutkan salah

satu dalil bagi hukum syara’, yaitu maslahah mursalah.
R g R, Nt sang s

Menurut istilah usul, maslahah mursalah diartikan
sebagai kemli& Mk disyariatkan oleh Syari’

(pemb Q‘ﬁ l]d hukum dalam rangka
mencnm Eg g tidak terdapat dalil
yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya, maslahah
mursalah itu disebut mutlak sebab tidak terdapat dalil yang
menyatakan benar atau salah. Sebagai contoh, kemaslahatan

yang diambil oleh para sahabat dalam menerapkan adanya
penjara, dicetaknya mata uang, penetapan hak pertanian, dan

3 Abu Hamid Muhammad al-Gazali, al- Mustasta min ‘Ilm al- Usal, tahqiq wa
ta’'liq Muhammad Sulaiman al- Asyqar, (Beirut: Mu’assasat al- Risalah, 1997), Juz
ke-1, hlm. 416-417.

“Najmuddin ath-Thufi, Syarh al- Arba’in an- Nawawiyyah, hlm. 19, lampiran
dalam Mustafa Zaid, al- Maslahah fi at- Tasyri’ al- Islamiy wa Najm ad- Din at-
Tufi, (t.tp: Dar al- Fikr al- ‘Arabiy, 1964), him. 211.



31

penentuan pajak penghasilan, serta kemaslahatan lain yang
diterapkan berdasarkan kebutuhan, kondisi, dan kebaikan
yang belum ada syariat hukumnya, di samping tidak adanya
hukum syara’ yang membenarkan atau menyalahkan.*®
Secara tegas, maslahah dapat dimasukkan dalam
cakupan maqasid asy- syari’ah’” Mohammad Hashim
Kamali menarik kesimpulan bahwa maslahah scbagai inti
magqasid asy- syari’ah dapat didasarkan pada tiga hal yaitu
(1) nusus asy- syariah (tcks-teks syari’ah), terutama al- amr
dan an- nahy, (2) ‘illah dan hrkmab yang dikandung oleh
igra’. Identifikasi maslahah
ks syari’ah) banyak
dilakukan oleh ulama h ﬁ.lm mazhab Zahiri yang
al kiran hukum Islam.
Adapun identifikasi m galg ‘rdagiirkan elaborasi ‘illah
prusus  asy- syari'ah

nusus asy- syan ‘ah, dan

dipraktikkan oleh mayorjtas;
identifikasi maslahah nc Katan istiqgra’ adalah

metode yang v, VER y- Syat ski asy-
Syatibi m S@AS metode
sebelumnya dalam melg tika ah3®

Abu Ishaq asy- Syati !»_ ategori maslahah

menjadi tiga tilw@&ﬁﬂaﬂyyab, dan

tahsiniyyah. Daruriyyah menurut asy- Syatibi adalah sesuatu
yang tidak boleh tidak ada demi tegaknya kebaikan dan
kesejahteraan, baik itu terkait urusan ukhrawi maupun

Islam. Sedangkan

duniawi. Ketika sesuatu itu lenyap atau tidak ada, maka

3Abdul Wahhab Khallaf, ‘flm Usul al-Figh, (Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 63.

“Hamadi al- ‘Ubaidi, Ibn Rusyd wa ‘Ulum asy- Syariah al- Islamiyyah,
(Beirut: Dar al- Fikr al- *Arabiy, 1991), him. 97.

*Mohammad Hashim Kamali, The Dignity of Man: An Islamic Perspective,
(Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher, 2002), him. 93.
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tidak dapat terwujud kehidupan duniawi yang sejahtera dan
baik, bahkan yang terjadi adalah kehidupan duniawi dan
ukhrawi yang penuh kekacauan dan penderitaan, itulah yang
dimaksud kategori daruriyyah. Kategori ini mencakup upaya
memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan memelihara
akal >

Hajiyyah menurut asy- Syatibi adalah sesuatu yang
dibutuhkan dari sisi kemampuannya mendatangkan
kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang biasanya
membawa kepada kesulitan dan kesusahan yang diiringi

da_penyempurnaan daruriyyah, di
mana dengan t¢ ,‘ ;a hijiyyhh akan hilang segala kesulitan
dan tercipta keselmbangan dan kewajaran, schingga pada

MMWER‘-@*I ‘r‘m@ ifrat wa taftrit).

Adapun_ tahsiniyyah menurut asy- Syatibi adalah
sesuatu yan $‘llh.u an memerhatikan kebiasaan-

keblas @N indari kebiasaan-kebiasaan
yang m i akal sehat. Sering
juga hal ini disebut dengan makarim al- akhlaq. Keberadaan
tahsiniyyah menurut asy- Syatibi berujung kepada kebaikan-
kebaikan yang melengkapi prinsip daruriyyah dan hajiyyah.
Ini karena tidak adanya tahsiniyyah tidak sampai merusak
prinsip daruriyyah dan hajiyyah. Keberadaan tahsiniyyah
hanya pada upaya mewujudkan keindahan, kenyamanan, dan

?Abu Ishaq asy- Syatibi, al- Muwafaqat fi Usul asy- Syari’ah, (Beirut: Dar al-
Kutub al- ‘Ilmiyyah, t.t.), Jilid I, Juz ke-2, him. 7-13.

“Ibid,, him. 9-14.
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kesopanan dalam tata hubungan hamba dengan Tuhan dan
dengan sesama makhluk-Nya.*!

Menurut Juhaya S. Praja, kemaslahatan atau maslahah
dapat dibagi menjadi tiga tingkatan sesuai dengan cara
memandangnya. Pertama, kemaslahatan ditinjau dari segi
pengaruhnya atas kehidupan umat manusia. Kedua,
kemaslahatan dilihat dari aspek hubungannya dengan
kepentingan umum dan individu dalam masyarakat. Ketiga,
kemaslahatan ~ dipandang  dari  segi  kepentingan
pemenuhannya dalam rangka pembinaan dan kesejahteraan
umat manusia dan individu

kan salah satu teori
yang penting untuk dig Ehka . m ori ini memusatkan
pada perlindungan  h diberikan  kepada

masyarakat. Masyarakatﬂﬁgw SUkdnya adalah mereka
yang berada pada posisi-Hdeémah! ‘batk secara ekonomis
maupun lemah dilihat dari aspek hukum.

Istilah MNIIM Rl&la:qA& bahasa

Inggris, yaitu legal pr;l: ign thegry., Adapun dalam bahasa
Belanda disebut d § or n de wetlelijke

bescherming. S Wﬁﬂe ﬁman disebut
dengan theorie dgr rechitliche schulz. ISI

Satjipto Raharjo menjelaskan perlindungan hukum
adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia
yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan

Ubid, him. 9-10.

“Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Pusat Penerbitan LPPM-
Universitas Islam Bandung, 2013), him. 105-106.

“Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada
Penelitian Tesis dan Disertasi, cet.4, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), him.
259,
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kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak
yang diberikan oleh hukum.*!

Secara teoretis, bentuk perlindungan hukum dibagi
menjadi dua, perlindungan yang bersifat preventif dan
perlindungan represif.*’

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan
hukum yang bersifat pencegahan. Perlindungan ini memberi
kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan
(inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan
pemerintahan berbentuk secara definitif. Dengan adanya
perlindungan pre I, ~pemerintah dltuntut berhati-hati

freies ermes:
keberatan at mAtas pendapatnya mengenai rencana
keputusan tersebut.

Adapun perlindutggan Thukum yang bersifat represif
berfungsi unt%@ﬂwn apabila terjadi sengketa. Di
Indonesia terdapat berbagai badan yang secara parsial

H] N4 =i ﬁﬁf Vo pomgadies dalom

i kan ﬁ " pengadilan dalam

lingkup perlaglu_h instansi pemerintah yang
aga

merupakan lemb anding adm1mstra51

'@ Dy NE’&’IW*’“ hukum merupakan
teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada
masyarakat. Roscoe Pound mengemukakan teori bahwa
tujuan hukum harus ditelaah dalam kerangka pencapaian

#Satjipto Raharjo, /lmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), him.
54.

“Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya:
PT Bina Illmu, 1987), him. 2.

“Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan..., hlm. 264.

“Ibid.
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batas-batas maksimal pemenuhan kebutuhan manusia.
Kebutuhan atau kepentingan manusia menurut Pound dapat
dibedakan menjadi  kepentingan
masyarakat/sosial, dan kepentingan individu/pribadi.**
Kepentingan umum (public interest) yang utama
meliputi; (1) kepentingan dari negara sebagai badan hukum
dalam mempertahankan kepribadian dan substansinya, dan
(2) kepentingan-kepentingan dari negara sebagai penjaga

kepentingan masyarakat.*

umum, kepentingan

Adapun kepentingan masyarakat (social interest) yang

dilindungi oleh hukum ada enam aspek, meliputi;

kepentingan masyarakaj
keamanan, kesehatan,
transaksi-transaksi dan
lembaga-lembaga sosial
bidang perkawinan, pol

sumber sosial, seperti menol

penyalahgunU Nl%E

masyarakat dalam ke

pada hak milik, kemeﬁLAt

(M

tan umum sepertl

kepentingan bagi
perlindungan dalam
i, (3) kepentingan
1t seperti korupsi dan
2 lldalam pemeliharaan

#erlmdungan hukum bagi

&I{TA ntingan

seperti perlindungan
n penemuan baru,

serta (é) lfel?entmmwmeg'h'ﬂpan manusia

secara individual®

Sedangkan kepentingan individual (private interest)

yang perlu mendapat perlindungan hukum meliputi; (1)
kepentingan kepribadian (interest of personality) yang
mencakup  perlindungan  terhadap  integritas  fisik,
kemerdekaan kehendak, reputasi, terjaminnya rahasia-rahasia

Soerjono Soekanto, Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat,

(Jakarta: CV Rajawali, 1985), him. 30-31.

“Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan..., him. 267.

*Ibid., him. 267-268.
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pribadi, kemerdekaan untuk menjalankan agama yang
dianutnya, dan kemerdekaan mengemukakan pendapat, (2)
kepentingan dalam hubungan rumah tangga (interest of
domestic) yang mencakup perlindungan bagi perkawinan,
tuntutan bagi pemeliharaan keluarga, dan hubungan hukum
antara orangtua dan anak-anak, serta (3) Kkepentingan
substansi  (inferest of  substance) yang  mencakup
perlindungan terhadap harta, kemerdekaan dalam penyusunan
testamen, Kkemerdekaan industri dan kontrak, serta
pengharapan legal akan keuntungan yang diperoleh.”!

5. Teori Hukum Qo Sasiological Jurisprudence)

Perubaha perubahan ruang dan waktu
membawa pepga crubahan hukum. Harold J.
Berman men %Iila Tbahan hukum menunjukkan
pada pengertian hukum  selalu  mengalami

perkembangan:Z>- ||}{ || {4

Perkembangan hukum tidak terlepas dari ruang dan

a ruang kosong.
mmmmsl]‘rﬁﬁ kum yang sesuai

dengan hukullg g hi Mam masyarakat.”

Sebagian ahli berpendapat bahwa pendekatan realisme
hukun‘l N@@ME&A] pendekatan sosiologi
terhadap hukum. Realisme hukum itu sendiri berarti suatu
studi tentang hukum sebagai sesuatu yang secara nyata
dilaksanakan, daripada hanya sekadar hukum sebagai

S bid., him. 268.

“Harold J. Berman, Law and Revolution: The Formation of the Western Legal
Tradition, (Cambridge: Massachussetts and London, England, Harvard University
Press, 1983), him. 9.

“Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, cet.8,
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), him. 66.
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serangkaian aturan yang hanya termuat dalam perundang-
undangan.**

Pemikiran realisme hukum yang termasuk model ilmu
hukum sosiologis dimulai dan berkembang di Amerika
Serikat serta dipelopori antara lain oleh Roscoe Pound dan
Eugen Erlich yang berakar dan tumbuh dari tradisi ilmu
hukum. Basis intelektual dari ilmu hukum sosiologis ini
berorientasi pada filsafat pragmatisme dengan menekankan
pentingnya persoalan praktis.™

Para ahli hukum yang beraliran realisme mendambakan
suatu ilmu hukum yang sebenarnya, sebagai sesuatu yang
dibangun di atas studi tépfatig-#aW"in_agtion (hukum dalam
tindakan). o Z

Oliver Wendell Ho
hukum mengemukakan
hakim bertanggung ja
hukum, tidak hanya sekada
buku-buku hukum. Seor%‘y akim.
apabila memutuskan. la harus memutuskfallfrinsip ang akan

n

dipertahankaUlelanEaR:& méaar enurut
mazhab realisme huk g, haki embuat keputusan-
keputusan atas dasarTSLAM keadilan sebelum
st ERINEE S | A

6. Tinjauan Perlindungan Anak
Pada hakikatnya perlindungan anak adalah segala upaya
untuk menciptakan kondisi di mana setiap anak dapat
melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan

g Qgkoh aliran realisme
am proses yudisial,
—fenyusun formulasi
an hukum di dalam
antiasa harus memilih

$"Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Sosiologi Hukum: Kajian Empiris terhadap
Pengadilan, cet.2, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 45.

SAmir Mu’allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, cet. 2,
(Yogyakarta: UII Press, 2001), him. 131.

*Soerjono Soekanto, Perspektif..., him. 28.
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dan pertumbuhannya secara wajar. Untuk itu, perlu kepastian
hukum demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah
penyelewengan yang membawa dampak negatif dalam
pelaksanaan perlindungan anak.

Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan
atasnya yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 secara
tegas menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih
berada dalam kandungan.’’

Sedangkan-menurng; tindang-undang Nomor 3 Tahun
1997 tentang lzéngad' an Apdk menyebutkan bahwa Anak
adalah orang ﬁlg dala e% ra Anak Nakal telah mencapal
umur 8 (delapan)tahin
(delapan belaky tahdanmelum pernah kawin.’® Batas
maksimal usid anak/dalam ndang-undang ini sama dengan

undang- undangw%ﬁij ndungan anak, namun pada
1S€

undang-undang ini disebutkan selain belum berusia 18 tahun

MRS W st et

PersenkatanlSE— BB) telah mendeklarasikan
Convention on the nghfs of the Child (Konvensi tentang
Hak-hhkN Bab) Gading Ben éybhjdls Umum PBB pada 28
November 1989. Indonesia turut menandatangani konvensi
tersebut pada 26 Januari 1990 di New York Amerika Serikat
dan selanjutnya mengesahkannya melalui Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang

S"Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1.

**Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal angka
(1).
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Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi
tentang Hak-hal Anak) pada 25 Agustus 1990.%

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2014 mengatur hak-hak anak yang
meliputi®;

a.

Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi,

Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status
kewarganegaraan,
Hak untuk beribada

Kederdasan dan usianya
dalam bimbingan ori!gt a atau Wél

diasuh oleh orangtua -. C
Hak memperoleh pelagm ¢ tzﬁn dan jaminan sosial
sesuai den Lfan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan

osi, UNIVERSITAS

Hak memperoleh idika pengajaran dalam
rangka  pengem AM an  tingkat
kecerdasann ﬁ] A

Hak mendap mm pehdidikan dari

kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh
pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik,
dan/atau pihak lain,

*Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam terhadap Perlindungan Anak”,
Jurnal Al-‘Adalah, Vol. 14, No. 2, 2017, Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden
Intan, him. 400.

“Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun
2014, Pasal 4-18.
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Anak penyandang disabilitas berhak ~memperoleh
pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki
keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus,
Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima,
mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan
tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan
dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan
kepatutan,
Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang,
bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi
v Ayir t, dan tingkat kecerdasannya

pengasuhan orangtua, wali,

atau pihaIJJ yang bertanggung jawab atas

pengasuhan, berhak ~mendapat perlindungan dari
L:mvggs&ff;% itasi baik ekonomi
up sosfat, neldniarar;” (4) kekejaman,
kekerasal\@l\_peﬂnMn, (5) ketidakadilan, dan (6)
perlakuan salah lainnya,
*NEC@ItAya sendiri, kecuali jika
ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan
bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik
bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir,
Hak untuk memperoleh perlindungan dari (1)
penyalahgunaan dalam kegiatan politik, (2) pelibatan
dalam sengketa bersenjata, (3) pelibatan dalam kerusuhan
sosial, (4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung
unsur kekerasan, (5) pelibatan dalam peperangan, dan (6)
kejahatan seksual,
Hak  memperoleh  perlindungan  dari  sasaran

penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman
yang tidak manusiawi,
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p. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum,

q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk
(I) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan
penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, (2)
memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara
efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku,
dan (3) membela diri dan memperoleh keadilan di depan
pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam
sidang tertutup untuk umum,

r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan

seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak
dirahasiakan, ISLAM

7, -
s. Setiap anak yang n€njadi rb% atau pelaku tindak
pidana berhak mend.l@t udn lhukum atau bantuan
lainnya. < %
Zz L
=) > -
Dalam konteks berng rdungan anak menjadi

kewajiban dan tanggungw bet r na/antara negara dalam
hal ini pemerintah baik pada level pusat maupun daerah,

masyarakat, @NI‘M Eﬂ @Aa&nggung

jawab orangtua terhad at adaﬁh‘"i‘ !

a. Mengasuh, memel?rs melindungi anak,

b. Menumbuhk igdepgan kemampuan,
bakat, dan mmmam E“g'A

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

7. Tinjauan Calon Pengantin di Bawah Umur
Perlu dirumuskan pengertian calon pengantin di bawah
umur terkait dengan judul dan tema penelitian ini. Dalam
Undang-undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 7 ayat (1) diatur bahwa suatu perkawinan diizinkan jika
pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun

!Jbid., Pasal 26 ayat (1).
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dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas)
tahun. Kemudian pada ayat (2) pasal yang sama dimuat
ketentuan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1)
bisa terjadi dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan
atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak
pria maupun pihak wanita. Berdasarkan ketentuan dari Pasal
7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini dapat
disimpulkan bahwa seorang pria yang belum mencapai 19
tahun dan wanita yang belum mencapai 16 tahun termasuk
orang yang berada di bawah umur minimal untuk
melangsungkan/paEkawinan\Jika seorang pria dan atau
di bawah umur ingin

yaitu calon pe%}%ﬂ@’l umur di Indonesia bukanlah
hal yang mengada-ada. Diakui secara faktual bahwa

penni i t njgh bagian dari adat
keMﬁlmRSld n&‘ n telah menjadi
kebiasaan dallSlp_raﬁnM'uelalui izin dari lembaga
Peradilan Agama.®

A@NE:&'IAﬁkan bahwa terdapat

kesan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor |1 Tahun 1974
tersebut mengandung ketidaktegasan hukum bagi pelaku atau
orang yang ingin melaksanakan perkawinan di bawah umur.
Semestinya ada sanksi tegas terhadap calon suami atau istri
yang belum mencapai usia sebagaimana yang ditetapkan
Undang-undang tersebut dan secara bersamaan perlu
ditutupnya pintu permohonan dispensasi.®®

“Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia; Analisis tentang
Perkawinn di Bawah Umur, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), him. 114.

3 Andi Syamsu Alam, Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan; Sebuah Ikhtiar
Mewujudkan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Kencana Mas, 2005), him. 101.
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Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak dan perubahan atasnya yaitu Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas menyatakan
bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada
dalam kandungan. Ketentuan pada Undang-undang ini
menimbulkan  disharmoni  jika disandingkan  dengan
ketentuan  pembatasan usia  minimal untuk bisa
melangsungkan perkawinan yaitu telah mencapai usia 19
(sembilan belas) tahun bagi pria dan telah mencapai usia 16
(enam belas) tahun bagi wanita. Sepintas, muncul kesan
bahwa Undang-undang ptang-Petkawinan melegalkan atau

melakukan pembiaran adanyagy \é an yang dilakukan
oleh seseorang yang @e i ngng-undang tentang
Perlindungan Anak mas &te o0l ia anak. Namun bisa
juga dibalik, disharmoy ia—minimal melakukan

perkawinan dengan usiaamng

[ kedua undang-undang
1541

an asi saat penyusunan
Undang-undang tentang Perlindumgl Anak yang waktu

renyusunankd INFE R SITA

Terkait dengan t Sr::ri scMatas usia minimal
melangsungkan perkaj rA usia Anak, calon
pengantin di ij t ﬁgja i, menjadi tiga
macam. Pertamd, ca mgm b umur baik pria
maupun wanitanya tergolong usia Anak. Ini terjadi ketika
keduanya masih belum mencapai usia 18 (delapan belas)
tahun. Kedua, calon pengantin di bawah umur terdapat satu
pihak yang masih tergolong usia Anak, bisa pria ataupun
wanitanya saja. Ini terjadi ketika salah satu dari pasangan
calon pengantin masih belum mencapai usia 18 (delapan
belas) tahun. Ketiga, calon pengantin di bawah umur
keduanya baik pria maupun wanita sudah bukan Anak. Ini
bisa terjadi bagi wanita sudah mencapai usia 18 (delapan

belas) tahun dan pria yang baru berusia 18 tahun, tidak lebih.
Wanita tersebut juga sudah mencapai batas usia minimal

tersebut seharusnya b



BAB III
METODE PENELITIAN

Metodologi ialah sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Menentukan metode dalam penelitian ilmiah
merupakan bagian yang sangat penting, sebab metode penelitian
membantu memudahkan peneliti memperoleh data tentang objek
yang akan dikaji dan sangat menentukan hasil yang akan dicapai.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ihf? termasuk Zpenelitian kualitatif.
Penjenisan ini  didasarka ‘ [‘Lg jenis data yang
dikumpulkan, yaitu dat§: Ku@MEHf.'Z Penelitian kualitatif

lainnya. Misalnya penelnfﬁﬂﬂM@‘}ldupan riwayat dan
perilaku seseorang, peranan organisasi, gerakan sosial, atau

hubungan ti m §
Secara m , m unR §Af nAI ciri-ciri
sebagai berikut; SI_AM

a. Data disikapi sebagal data verbal atau sebagai sesuatu
yang dapat ditffinposidiant Ferd danmlvéibal.

b. Diorientasikan pada pemahaman makna baik itu merujuk
pada ciri, hubungan sistematika, konsepsi, nilai, kaidah,
dan abstraksi formulasi pemahaman.

¢. Mengutamakan hubungan secara langsung antara peneliti
dengan hal yang diteliti.

"Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, cet3, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 1995), him. 119.

*Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2008), him. 21.
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d. Mengutamakan peran peneliti sebagai instrumen kunci.’

Jenis penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini
untuk mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan oleh beberapa organisasi atau lembaga
dalam melindungi calon pengantin di bawah umur.

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
matif, ~ difakykan melalui studi dengan

menelaah data %kun r, pa bahan hukum primer dan
bahan hukum sek o

€t terdiri atas norma dasar, peraturan

dasar, peratur R per ndangan, serta yurisprudensi
Bahan hukum c meyp aji dalam penelitian ini antara
lain Peraturan/\Ea suplaten Kulon Progo Nomor 7

Tahun 2015 tentang Perlmdungan Perempuan dan Anak

Nrmwvﬁg ng diteliti adalah
Pe an'"Peng at ng mengabulkan
permohonan AM dengan nomor penetapan
9/Pdt.P/2018/PA.Wt. dan Penetapan Pengadilan Agama
Wates W@@NE@I’IApensasi kawin dengan
nomor penetapan 52/Pdt.P/2018/PA.Wt.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis
atau empiris dengan menelaah data primer yang diperoleh
melalui proses pengumpulan data baik melalui wawancara
terhadap beberapa informan maupun observasi data di
beberapa instansi dan lembaga yang terlibat dalam

implementasi  peraturan daerah tentang perlindungan
perempuan dan anak korban kekerasan.

3Ibid., hlm. 20.
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Pendekatan empiris ini dilakukan karena penelitian ini
tidak bersifat abstrak. Ini senada dengan yang disampaikan
Von Savigny yang memelopori mazhab sejarah bahwa cara
pandang hukum yang semula bersifat formal legalistis
beranjak menuju cara pandang yang bersifat yuridis
sosiologis atau yuridis empiris. Dengan kata lain, analisis
hukum yang dahulu lebih bersifat abstrak dan ideologis mulai
bergerak kepada analisis hukum yang difokuskan pada
lingkungan sosial yang membentuknya.*

Penggunaan dua pendekatan ini dimaksudkan agar

antara satu pendekatan dengan pendekatan lainnya bisa saling
melengkapi  dan  méppérka§d” dilam  menganalisis
permasalahan hukum. | Men Er%d Champbell, satu
pendekatan tidaklah cﬂl@p&iag untuk menganalisis

> 0

y 4 —

S

banyak kasus.’

>
B. Tempat atau Lokasi Penel o
Lokasi penelitian yangi" i mmmrapa lokasi atau
tempat, menyesuaikan dengan fokus penelitian, yaitu;

1. Dinas Sosia ME lmﬁ&dungan
Anak Kabupaten Kulorl

2. Pusat Pelayanan Terpa empuan dan Anak
(P2TP2A) Kabu m W /\

3. Pengadilan Aga ESI

C. Informan Penelitian
Informan yang akan diteliti adalah bagian dari objek yang
akan diteliti yang memiliki informasi terkait latar belakang

pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon dan
implementasinya meliputi;

*H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum,
cet.3, (Bandung: P.T. Alumni, 2012), him. 1.

*Enid Champbell, Legal Reserach, (Sydney: The Law Book Company Ltd.,
1996), him. 274.
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a. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas
Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kulon Progo.

b. Konselor pada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kulon Progo.

c. Hakim Pengadilan Agama Wates Kabupaten Kulon Progo.

D. Teknik Penentuan Informan
Penentuan informan dalam penelitian dengan cara
purposive sampling karena penyusun berasumsi informan yang
diambil memiliki i iperlukan bagi penelitian.

E. Teknik Pengum

Teknik pen

penelitian ini adal

a) Studi kepustakgan.
Salah satu pengékqu ‘ gunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan normatif atau doktrinal karena terdapat
pesat WR‘EI ﬁ $a yang digunakan
admntﬂibe d ku I:i;tm Peraturan Daerah
Kabupaten lfsrl_ Mor 7 Tahun 2015 tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan,
Penetal:N@@NE &Imadllan Agama Wates,
dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan fokus
penelitian.

b) Wawancara.
Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan
bertanya langsung pada informan yang diwawancarai.®
Wawancara dilakukan terhadap informan-informan yang
telah ditentukan.

c¢) Observasi (pengamatan).

yang akan digunakan dalam

visaNoan\

®Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, cet.3,
(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), him. 57.
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Pengamatan yang dilakukan tidak terlepas dari kerangka
penelitian ilmiah, dilakukan secara sistematis, metodologis,
dan konsisten. Hasil pengamatan selanjutnya dicatat secara
sistematis pula.

F. Teknik Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan penyusun adalah
analisis kualitatif. Proses analisis data dimulai dengan menelaah
seluruh data yang terkumpul. Data kualitatif kemudian disaring
sedemikian rupa untuk menjawab masalah-masalah, selanjutnya
dianalisis menggunakan beberapa teori.
Penarikan kesimpulan fignfgufiakan metode induktif, yaitu

menarik kesimpulan yang b :&ifa@m l% khusus.[]
)
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di beberapa lokasi dan
melibatkan beberapa informan dengan menggunakan teknik
pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara, maupun
pengamatan, maka pada bab ini disajikan hasil penelitian yang
dirangkai dengan pembahasan.

A. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 7 Tahum '

Wardoyo, jumlah korban %ﬂ%ﬂ@ﬁap perempuan dan
anak di Kulon Progo pada tahun 2011 sebanyak 59 kasus, tahun

2012 sebanyak 51 N!Vﬁﬁ$ﬂﬁ njadi 79
kasus. Dari ju tersebut, pat Korban baik perempuan
atau anak kategori kekertisld_alﬁrm tangga, yaitu 24

kasus pada tahun 2011, 27 kasus pada tahun 2012, dan 25 kasus
pada tahun 2013." INDONESIA

Upaya pencegahan terjadinya kekerasan pada perempuan
dan anak di Kulon Progo sangat dibutuhkan. Menurut Wakil
Bupati, Sutedjo, diperlukan penguatan kelembagaan untuk
menjamin efektivitas pelaksanaan upaya pencegahan. Alasan ini
yang kemudian melatarbelakangi perlunya kebijakan untuk
menjamin perlindungan perempuan dan anak dari tindak

'Kulon Progo Susun Perda Perlindungan Anak dan Perempuan, dikutip dari
https://www.liputan6.com’health/read’2 135368/ kulon-progo-susun-perda-
perlindungan-anak-dan-perempuan, diakses pada hari Selasa tanggal 23 November
2018.
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kekerasan. Dengan adanya peraturan daerah diharapkan juga
dapat meningkatkan kualtas hidup bagi masyarakat dan demi
perlindungan terhadap hak-hak warga.’

Rancangan Peraturan Daerah (raperda) Kabupaten Kulon
Progo tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan dibahas berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten
Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2014 tentang Program
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun
2015. Raperda ini merupakan usulan dari kepala daerah, yaitu
Bupati Kulon Progo.’

PembentukaWWah (perda) mencakup tahapan
perencanaan, p:@usu n, pembahasan, penetapan, dan
pengundangan y 0 pada ketentuan peraturan

gj:lg-undang Nomor 23 Tahun

perundang-undan
2014 tentang Pem et h.
Perencanaan erda menurut Pasal 239 UU

No. 23 Tahun 2414 M}@dalam program pembentukan

perda. Program pembentu an perda disusun oleh DPRD dan

I\:e:katlgﬁ ymﬁlmrﬁgrda dalam jangka

Pembahasarg'_rﬂ erlindungan Perempuan dan
cja

Anak ini dimulai s tahun 2014 setelah dimasukkan dalam

Program M@M&Iﬁah Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2015 berdasarkan keputusan DPRD. Raperda ini
dapat dibahas dan disahkan sesuai target waktu penyelesaian.*

2Kasus Kekerasan Pada Perempuan Meningkat di Kulon Progo,
htip://jogja.tribunnews.com/2015/04/03/kasus-kekerasan-pada-perempuan-
meningkat-di-kulonprogo, diakses pada hari Selasa tanggal 23 November 2018.

*Program Legislasi Daerah Tahun 2015, dikutip dari
Jjdih.kulonprogokab.go.id/jdik/index php?pilih=hal&id~145, diakses pada hari
Rabu tanggal 24 November 2018.

*Tim Penyusun, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo; Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah,
(Yogyakarta: Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), him. 50.
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Dasar  kewenangan  pembentukan  perda  tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan adalah
beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut,

L.

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia,

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah ~ Kabupaten  dalam
Lingkupan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun
1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15
Tahun 1950 untuk Penggabungan Daerah-daerah
Kabupaten  Kulorf,, ProgoMdan\ Adikarta dalam
Lingkungan DaerahJdstinéiy Joéikarta menjadi satu
kabupaten dengan Unaima ok log Progo (Lembaran

( ahunnl951 Nomor 101),

Undang-undang hun 2002 tentang
Perlindungan  Anak—(er am Negara Republik
Indonesia Tahun “2002\"Neome# 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)

sebagaibup PN/ Bt Seofar Moo undang
Nomor 35 Tahu §:|4 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahu] l& 297, Tambahan
Lembaranl] wm% j\l or 5606),
Undang-un ﬂ () ﬁ 4 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4419),

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5659),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah
Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang

Penyelenggaraa 1 erjasama Pemulihan Korban
Kekerasa i’lDala h Tangga (Lembaran Negara
Republik b‘%d Lalin 2006 Nomor 15, Tambahan
Lembarar) Nega k Indonesia Nomor 4604),

8. Peraturan Ment a Pemberdayaan Perempuan
dan Perli Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Standar PnjﬁyﬁMMPl

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

qmlwmgrr 5 @fahun 2010 tentang

nduan en alA embangan Pusat

Pelayanlls pad

10. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun

24NNE&Arempuan dan Anak

Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3).

B. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 7 Tahun 2015 dalam Melindungi Calon Pengantin di
Bawah Umur

Setelah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 pada tanggal 6
Mei 2015, seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Kulon
Progo meliputi Pemerintah Daerah, kecamatan, pemerintah desa,
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta semua pihak
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terkait ~ memiliki  tanggung  jawab  menyelenggarakan
perlindungan perempuan dan anak.

Dalam peraturan daerah disebutkan penyelenggaraan
perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan mencakup
tiga aspek, yaitu, pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan.

Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
sebagaimana disebutkan dalam Perda Pasal 14 ayat (1) dan (2)
dilakukan secara terpadu oleh pemerintah daerah dan
dikoordinaskan oleh organisasi perangkat daerah yang memiliki
fungsi koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak serta dilaks an cara:

a. Melakukan pembingan ﬁ'ﬁhﬁﬁi‘ k,% uhan rumah tangga

yang harmonis, g 5
b. Membentuk jaring ﬁg ]agn upaya pencegahan
T
>

kekerasan, m

c. Melakukan koo cgnasi int&rasi. sinkronisasi
pencegahan kekerasw fkam ola kemitraan,

d. Melakukan sosialisasi-fengenai-—peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan perempuan dan anak
korban lﬁ&hj’h\AE R% fTA S
e. Memberikan perlg n itliMengenai hak-hak
perempuan dan an i tv
Di Kabupaterj m qggﬂo ﬁg% I genyelenggaraan

perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan
dikoordinasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak yang memiliki tugas dan fungsi di
diantaranya adalah menyelenggarakan pengelolaan
pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender serta
menyelenggarakan pengelolaan perlindangan perempuan dan
anak.

*Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Pasal 14.
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Salah satu pencegahan terjadinya kekerasan pada
perempuan dan anak, termasuk dalam keluarga atau rumah
tangga adalah dilakukannya pembinaan calon pengantin di
bawah umur melalui konseling yang dilaksanakan di Pusat
Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak agar
ketika mendapat izin melakukan perkawinan dapat mewujudkan
rumah tangga yang harmonis dan tidak terjadi kekerasan di
dalamnya.

“Melalui Forum Perlindungan Korban Kekerasan, Dinas
Sosial berkoordmam dengan lembaga-lembaga lain seperti

kejaksaan, k pengadilan negeri, pengadilan
agama, kg meﬁ?élﬂgﬁv\ agama, dan lainnya untuk
menyeleng 2 dungan.  Khusus  dengan
pengadilan 2. Kay i (berkoordinasi mengenai calon
pengantin dmur.  Dinas  Sosial dengan
Pengadilan %g ama| Wates |sepakat bahwa setiap calon
pengantin yang e ajukan perkara dispensasi kawin

harus melm g di P2TP2A. Hasil dari
konseling mm an calon pengantin kepada
Pengadilan Agama. Pengadilan akan_menjadikan laporan
@N*ME é A imbangan hukum
dalam memutuskan perkara dikabulkan atau ditolak.
Apalagi i Peraturan Bupati tentang
Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Meskipun batas usia
anall At -undang Perlindungan
Anak dengan batas usia minimal menikah di Undang-
undang Perkawinan yang dijadikan landasan Pengadilan
dalam memutus perkara. Namun, kami dengan Pengadilan

Agama sama-sama berniat melakukan perlindungan
terhadap calon pengantin di bawah umur.”®

Upaya pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan
dan anak di sebutkan di dalam Perda Pasal 17 dilakukan dalam
bentuk:

*Wawancara dengan Woro Kandini, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan
dan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kulo Progo, tanggal 26 Desember 2018.
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Pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling,
Pelayanan pendampingan,

Pelayanan kesehatan,

Pelayanan rehabilitasi sosial,

Pelayanan hukum, dan

Pelayanan reintegrasi sosial.’

Pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan

dilaksanakan oleh Pusat

Pelayanan Terpadu Perlindungan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang merupakan unit pelaksana
teknis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak. Calon pengantin di
dalam objek yang harus
kesempatan konsultasi di
dispensasi kawin di Pengd
calon pengantin di baw

wah-@iivir bisa juga dimasukkan

dilay dibé' kan konseling dan
@2&[@ m sidang perkara
@la amHal ini dikarenakan
an kondisi yang

dihadapinya bisa dikategor

korban kekerasan. )

rempuan atau anak

“Calon @Ni’l%&% IT]?lAl&l adalah

korban, baik dlhh
masuk usia

ri aspek anak jika memang masih
ihat dari aspek

perempuannya karena calon antin anak pada
umumnya WFN éyg dunglnkan

Bisa saja terjadi karena kekerasan seksual oleh pacarnya.
Pernikahannya tidak serta merta menghapus posisinya
sebagai korban, apalagi jika menikahnya terpaksa.
Bahkan bila tidak dibina dampak yang lebih besar lagi
dikhawatirkan terjadi pascanikah, yaitu (1) setelah
menikah si perempuan hidup sendiri-sendiri tidak
bersama pasangannya. Pernikahannya seolah hanya
formalitas saja. Ketika lahir, anak dari si perempuan
bisanya terlantar karena kurang atau tidak adanya kasih

"Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan, Pasal 17.
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sayang, meskipun materi bisa saja cukup, (2) bisa
berujung pada perceraian.”®

Pelayanan konseling terhadap calon pengantin anak
dilakukan dengan memerhatikan kode etik penanganan kasus
kekerasan terhadap perempuan dan anak. Data detail seperti
nama dan alamat klien beserta kasusnya dijaga kerahasiaannya.

“Dinas Sosial Kulon Progo pernah didatangi Satgas
Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kementerian
Pemberdayaan Perempuan. Mereka meminta data jumlah
korban kekerasan perempuan dan anak. Kami berikan
datanya. Kemsdianomergka juga meminta data detail
namanya, é’lama a, Kasbis dan penanganannya. Tentu

kami tidak—bi ekikan data detail itu karena kami
; 0 : .
menjaga ganan untuk tidak memberikan
data detail Vang Sifatnyaitahasia.”

y4 L
=) >

Adapun pem yaam _terhadap  perempuan  Korban
kekerasan disebutKar m-F

Yerda Pasal 24 dilakukan dengan
bentuk:

E- U ah Em)éEFadsl!‘rdA\S kel k h
: b:rza;af]lgr_ls& tif dan atau kelompok usaha
“ "INDONESIA

Penerapan Perda tersebut di Kulon Progo dalam melindungi
calon pengantin di bawah umur adalah melaksanakan ketentuan
Pasal 14 ayat (2) huruf (a) yaitu melakukan pembinaan menuju
keutuhan rumah tangga yang harmonis. Di samping itu, calon
pengantin di bawah umur mendapatkan pelayanan sesuai

8Wawancara dengan Woro Kandini, tanggal 26 Desember 2018.
“Wawancara dengan Woro Kandini, tanggal 26 Desember 2018.

%Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan, Pasal 24.
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ketentuan Pasal 17 huruf (a) yaitu pelayanan pengaduan,
konsultasi, dan konseling."'

Praktik pelaksanaan ketentuan dalam Perda tersebut
melibatkan beberapa lembaga atau instansi. Dua lembaga atau
instansi yang memiliki peran besar adalah Pusat Pelayanan
Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan
Pengadilan Agama Wates. Peran keduanya saling terkait. Calon
pengantin di bawah umur yang orangtua atau walinya
mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan
Agama Wates disyaratkan untuk melakukan konseling di
P2TP2A berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015
tentang Perlmdungan Per, mpﬁﬂan A jak Korban Kekerasan

calon pengantin kepada 5_Peng ‘ rama Wates. Majelis
Hakim dapat melihat h:

wewenang memasukkann‘&fjfég I
1. Pelaksan@N?VERaSIe’FA@mdungan

Perempuan dan Anak P2TP2A) abupaten Kulon Progo

Pusat Pelayana é gan Perempuan dan
Anak (P2T mﬁb xs rogo dibentuk
berdasarkan P @lﬁé ! mor 66 Tahun
2013 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu
Perlindungan Perempuan dan Anak yang ditetapkan pada
tanggal 21 November 2013.

Tujuan dibentuknya P2TP2A Kulon Progo adalah untuk
memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban
kekerasan tanpa diskriminasi; memberikan pelayanan kepada

perempuan dan anak korban kekerasan dalam upaya
pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang keterampilan,

ersebut dan memiliki
I)angan hukum.

""Wawancara dengan Woro Kandini, tanggal 26 Desember 2018.
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kesehatan, ekonomi, politik, dan hukum; menyediakan data
dan informasi tentang perlindungan perempuan dan anak
korban kekerasan; serta membangun jejaring, kerjasama dan
kemitraan antara masyarakat, Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan dunia usaha dalam penanganan perempuan dan
anak korban kekerasan.

Kedudukan P2TP2A sebagai unsur pelaksana teknis
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak. Ia merupakan lembaga non struktural.

Pada kasus yang mehbatkan calon pengantin di bawah
umur, P2TP2A me ki _peran memberikan pelayanan
konseling praniKah If%'el’cb%kan calon pengantin di bawah
a kedua orangtua dari dua

pihak calon pen@m i ﬂlen

Kehadiran calor gantin di bawah umur ke
P2TP2A dilak @n plc ien mendaftarkan perkara
permohonan dISRi{L kawimdi Pengadilan Agama Wates.

Selanjutnya Pen nsyaratkan calon pengantin

tersebut untuk me]akukan konsel+d1 P2TP2A.

a. AlurLay
Alur lﬁL—ﬁM di P2TP2A bagi calon
I ONEE S A
Rujukan
!

Penerimaan
Pengaduan
Wawancara dan
screening

!

2Wawancara dengan Siti Fatimah, konselor pada P2TP2A Kabupaten Kulon
Progo di Wates, tanggal 27 Desember 2018.
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Assesment
kebutuhan korban

!

Administrasi
1
Pencatatan dan
Pelaporan

Rujukan, calon pengantin di bawah umur merupakan
klien yang dirujuk atau diperintahkan oleh Pengadilan
Agama Wates untuk melakukan konseling di P2TP2A.

Penerimaan

P2TP2A dan dan :} ksuZ edatangannya.
Wawancara |ind rc@ ing, klien akan
diwawancarai ol¢hi Fﬁ P2A. Ini merupakan
proses yang tldakl%r i konseimg
Assesment K ban, korban yang

dimaksud di st,@;ﬂ}ﬂlfMl@J dalam hal ini calon

pengantm di bawah umur dan pasangannya. Pada proses
oo | Wy R e g Symenclusr
keadaan pribadi para klien.
Admlmstrasf proses  konselor

memasuk ﬁd Els ﬁonselmg serta
kesmpulm :N r

Pencatatan dan pelaporan, selain dicatat dalam
buku administrasi P2TP2A, hasil konseling juga
dilaporkan ke Dinas Sosial Pemberdayaan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo.

Pelaksanaan Konseling

Proses konseling bagi calon pengantin di bawah
umur yang dirujuk oleh Pengadilan Agama Wates
sebagaimana sudah dijelaskan pada alur layanan diawali
dengan wawancara yang dirangkai dengan asssesment
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untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan kebutuhan
klien.

Konselor akan mewawancarai dan melakukan
screening yang dilanjut dengan assesment terhadap klien
pasangan calon pengantin di bawah umur secara
bergantian satu persatu dalam ruangan konseling. Siti
Fatimah, konselor pada P2TP2A mengatakan, “konselor
bisa memilih melakukan wawancara lebih dahulu
dengan klien perempuan dahulu atau laki-laki dahulu,
tergantung kondisi klien dan kebutuhan konseling.”"

Poin-poi (screening) terhadap klien

yaitu'?;

1) Berapa saling kenal dan menjalin
hubung?

2) Bagaim p an dengan pasangan selama
ini?

pertemuan dan komunikasi

=)
3) Sejauh %AM :
yang dil Dol \Z
4) Sejak kapan berkomitmen untuk menikah?
DTN AR o
6) Apak persoalan atau permasalahan tertentu
yang jﬁLMrus segera menikah?
IMggDaianom'§a§lﬁ dilakukan  untuk

mengetahui latar belakang kondisi pribadi, hubungan,
dan latar belakang mengapa hendak melakukan
perkawinan pada usia yang masih belia.

“Pernah suatu kali konselor ketika dalam penggalian
informasi menemui informasi bahwa si klien
perempuan dalam keadaan hamil, dan berdasarkan
informasi yang didapat ternyata kehamilannya

SWawancara dengan Siti Fatimah, tanggal 27 Desember 2018.

“Wawancara dengan Siti Fatimah, tanggal 27 Desember 2018.
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disebabkan oleh laki-laki lain, bukan laki-laki yang
akan mengawininya. Kami tentu akan menuliskan
laporan hasil konselingnya mengenai kondisi ini.”"

Setelah melakukan wawancara, konselor akan
melakukan assesment untuk mengetahui mengetahui
kondisi dan kebutuhan klien. Poin-poin yang ditanyakan
untuk mendapatkan informasi mengenai kebutuhan klien
yaitu'®:

1) Faktor kesiapan mental diri pribadi/kesiapan
psikologis untuk memkah meliputi  menjalani
sebagat-suanyi/istri, memperlakukan

2) Pemahaman ¢ x}tang ) ent&i masa depan setelah

ekonomi dan,\/d.?n E@ al serta pandangan
mengenai pengasuhian ana

ANIVERSEEAR:

menyimpulkan han Alan disi klien. Konselor
akan mendalami klien melalui pertanyaan-pertanyaan

terbuka  iEnd§na) (Pagaidiama Sredpally, Klien ketika

menghadapi kondisi-kondisi tertentu. Jawaban klien
akan mencerminkan kondisi dan kesiapan klien.

“Pernyataan klien yang mengatakan siap menikah
tidak kemudian menjadi patokan bagi konselor
menyimpulkan bahwa klien benar-benar siap.
Konselor akan mengecek dengan pertanyaan-
pertanyaan lain untuk menguji apakah memang klien
benar-benar siap. Sering sekali klien mengatakan siap

""Wawancara dengan Siti Fatimah, tanggal 27 Desember 2018.

'*Wawancara dengan Siti Fatimah, tanggal 27 Desember 2018.



64

bertanggung jawab sebagai istri. Namun ketika kami
tanya bagaimana responsnya saat nanti ada
permasalahan datang dalam rumah tangga, klien
menjawab, “Waduh, sekarang saya saja sudah pusing,
boro-boro mikir permasalahan besok.” Hampir semua
klien secara ekonomi belum siap. Karena itu,
pandangan klien tentang orientasi masa depannya
memengaruhi apakah konselor menyatakan layak
untuk kawin atau tidak.”"’

Setelah proses wawancara dan assesment secara
bergantian satu demi satu antara klien laki-laki dan
perempuan, J;ofﬁvbl@r'\/akg menganalisis apakah ada
kesesuaian |ififo ré disampaikan oleh mereka.
Seberapa b fiya ai@n maupun perbedaan kondisi
pribadi  d 17| mental mereka  untuk

melangsun
Selanjutnys obnseling dengan kedua calon
pengantin bersamaan:\_~Dalam  konseling  secara

bersamaan, konselor memberlkan gambaran mengenai

UNIIME(R&TWSS&CI% menjadi

pasangan s i-istri, termasuk masalah-masalah yang
akan diha(]ag‘]_ M

Nm adalah mendudukkan
khel ﬁﬁg $rr a orangtua dari klien
laki-laki serta perempuan dalam satu ruangan. Pada
proses ini konselor akan memberi pemahaman kepada
kedua orangtua klien agar bisa saling menyadari kondisi
ini, tidak saling menyalahkan, dan bisa memperlakukan

anaknya dengan semestinya.

“Proses ini tidak boleh diabaikan dalam rangka
melindungi perempuan atau anak dalam lingkaran
perkawinan, sebab mereka tentu tidak bisa langsung
lepas seratus persen dari orangtuanya. Kadang, ada

'7Wawancara dengan Siti Fatimah, tanggal 27 Desember 2018.
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permasalahan di tingkat orangtua kedua klien. Sering
antarmereka menyalahkan satu dengan lainnya.
Misalnya orangtua calon manten perempuan
menyalahkan pihak orangtua si laki-kali karena
menunda-nunda proses pernikahan. Pihak orangtua
manten laki-laki juga balik menyalahkan orangtua
manten  perempuan  yang  dianggap terlalu
menyalahkan anak laki-lakinya. Proses ini juga akan
memengaruhi konselor dalam menulis kesimpulan
konseling.”'®

¢. Pelaporan Hasil Konseling
Kesimpulan hasi

g terhadap klien calon

4 angkan oleh konselor
dalam laporan hasil kefst 8a g kemudian diajukan
ke Dinas Sosi Lemberday an Perempuan dan

Laporan hasil ko
dalam surat tersebut urat 'emudlan diserahkan kepada

e SN E RS TS Ao
Contoh po s'_lamMsﬂ konseling klien

perempuan dari LZTPZA

Rencana R @INE S|A

Setelah menikah klien akan berusaha menjadi seorang

istri dan seorang ibu rumah tangga yang baik.

Kesiapan diri pribadi dan kesiapan psikologis

berdasarkan penilaian konselor:

- Berdasarkan hasil konseling, klien belum cukup
mampu mengelola emosi dengan baik dan belum
cukup mampu memahami manajemen konflik.

""Wawancara dengan Siti Fatimah, tanggal 27 Desember 2018.
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- Terkait dengan kesiapan psikologis untuk menikah,
klien sudah cukup siap untuk membina rumah
tangga.

- Klien sudah cukup mengerti akan tugas-tugasnya
sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga.

- Bimbingan pranikah, meliputi: kesiapan pribadi,
tugas istri, pengasuhan anak, pola komunikasi,
manajemen emosi, sosialisasi di masyarakat.

Kondisi saat konseling:

Ketika proses konseling klien cukup kooperatif,

walaupun terlihat ada perasaan cemas dan takut, klien

banyak me wpd'tﬁ!‘&ﬁ’\m,e galihkan pandangan, namun
ia sanggup éen' la pertanyaan dengan jujur
dan terbuK
sesuatu.

berusaha menyembunyikan

Salah satu ki e gadilan Agama yang diatur

dalam Undang-undang_Nomor 7 Tahun 1989 tentang
erdMMIM ELF RS T2 Undang-undans
Nomor 3 Tah S(L()sed tgrakhir dengan Undang-undang
Nomor 50 Ta‘-l sal 49 adalah memeriksa,

memutu' mjﬁ di tingkat pertama
dalam bidang perKawinali™"Pcfijclasan Pasal 49 Undang-
undang Peradilan Agama menyebutkan bahwa salah satu
bidang perkawinan yang dimaksud adalah dispensasi kawin.

Sementara itu Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan
bahwa pria yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas)
tahun dan wanita yang belum mencapai usia 16 (enam belas)
tahun belum diizinkan menikah, namun dapat meminta
dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain.

Sesuai dengan aturan pada Undang-undang Perkawinan

maupun  Undang-undang Peradilan Agama di atas,
Pengadilan Agama Wates menerima perkara-perkara
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dispensasi  kawin,  memeriksa, memutus, dan
menyelesaikannya.

a. Pendaftaran Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama
Wates
Pemohon yang mendaftarkan permohonan dispensasi
kawin di Pengadilan Agama Wates harus memenuhi
beberapa persyaratan yang telah ditentukan sebelum
perkaranya diterima oleh Pengadilan Agama Wates.
Berikut  syarat-syarat pendaftaran  permohonan
dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wates:
1) Surat pengantaf darikelurahah setempat

2) Fotokopi sura Qlngt%a bermaterai Rp 6000.-

cap pos.
3) Fotokopi KT &:er
4) Fotokopi akte [ erai 6000,- cap pos.
5) Surat penolakai rusan Agama.

6) Surat keteran éﬂ&ﬁﬂ@alon mempelai wanita

sudah hamil atau belum.

7 RGP/ R | o, Tepu

Perlin ungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
8) Membayar p Imy rKapé\'’

b. PemeriksalNBnQNEﬁJaA Kawin  di

Pengadilan Agama Wates

Pemohon setelah melengkapi seluruh persyaratan dan
memasukkan permohonannya dalam daftar kepaniteraan
Pengadilan ia tinggal menunggu pemberitahuan waktu
sidang. Selanjutnya, Pengadilan akan melakukan

(610.- cap pos.

"Prosedur Berperkara dan Biaya Perkara, dikutip dari Anp:/www. pa-
wates.go.id/v2/layanan-hukum/prosedur-berperkara, diakses pada hari Rabu
tanggal 24 November 2018.
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pemanggilan kepada pemohon untuk menjalani sidang
perkara.”’

Pemohon yang mengajukan permohonan berhak
sepenuhnya untuk mencabut permohonannya. Alasan
pencabutan dapat terjadi karena pemohon merasa tidak
ada lagi alasan untuk melanjutkan permohonannya atau
karena pemohon menyadari kekeliruannya dalam
mengajukan permohonannya.”'

Nur Izzah, hakim Pengadilan Agama Wates
menerangkan bahwa seluruh perkara dispensasi kawin
yang dicabu
persidangan Ubakﬁ"ﬁﬁélu,m
ataupun keti

ohon terjadi pada tahap
memasuki pokok perkara
pokok perkara.

aOdinasihati berhasil dan mau
ajelis. Semua perkara yang
dicabut |§adah |memasiki persidangan. Setiap kali
persidan > pemeriksaan majelis hakim
akan meﬁﬁ?j i.-$dBizg[ mungkin Majelis mencegah
tidak terjadi pernikahan dini. Dinasihati untuk

eRguru ﬁasj'lgrgugah mil maka besok
UM lis in melanjutkan
pendidikan. Jika memang tidak bisa melanjutkan ke
sekolalSLnlAM sekolah yang kiranya mau
neri 6% ,gs endapatkan pekerjaan
mw ila f dibolehkan menikah

menurut Undang-undang maka baru menikah. Jika
menikah muda bahayanya banyak, dari segi kesehatan
maupun psikologis. Yang mencabut itu biasanya
tersentuh dengan nasihat Majelis Hakim. Penasihatan
dilakukan setiap kali sidang, baik sebelum pokok
perkara atau ketika sudah masuk pokok perkara.”*

20§, dikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kelima, cet.2,
(Yogyakarta: Liberty, 1999), him. 80.

2 Ibid, him. 81.

2\Wawancara dengan Nur Izzah, hakim Pengadilan Agama Wates Kabupaten
Kulon Progo di Wates, tanggal 15 Januari 2019.
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Diajukannya perkara merupakan kepentingan dari
Pemohon dari Pemohon, maka ia diharapkan hadir pada
sidang yang telah ditetapkan. Jika Pemohon tidak hadir
dan tidak pula mengirimkan wakilnya meskipun sudah
dipanggil secara patut, masih diberi kelonggaran untuk
dipanggil sekali lagi. Setelah dipanggil lagi namun tetap
tidak hadir, permohonan Pemohon dinyatakan gugur.”

Berdasarkan data yang diperoleh, berikut jumlah
permohonan dispensasi kawin dan status perkaranya di
Pengadilan Agama Wates pada tahun 2016 hingga

2018%*:  ISLAM
%]

\

p A
Rekapitulasi Perlar sasi Kawin Tahun 2016-
s
= %
etera n-Perkara
= .'" ‘.P. el o
.E e =} =
:NIvERgEAS |
2 P = i 5 s & =
5 & |SLLAME (2% §
2016 | 1| | 0| 42
2017 | 3 N I 0 0 | 42
2008 [ 6] 30 | 9 | 1 1 0 | 47

Pada tahun 2016 dari 42 perkara dispensasi kawin di
Pengadilan Agama Wates terdapat 41 perkara yang
dikabulkan dan 1 perkara yang dicabut oleh pemohon.
Pada tahun 2017, dari 42 perkara yang diperiksa terdapat

2Sudikno Mertokusumo, Hukum..., him. 83-84.

“Disarikan dari Rekapitulasi Laporan Perkara yang Diterima dan Diputus
Pengadilan Agama Wates tahun 2016, 2017, dan 2018.
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38 perkara dikabulkan, 3 perkara dicabut, dan 1 perkara
ditolak. Selanjutnya pada 2018, dari 47 perkara yang
diperiksa terdapat 30 perkara dikabulkan, 6 perkara
dicabut, 9 perkara ditolak, 1 perkara tidak diterima, dan 1
perkara digugurkan.

Perkara yang dicabut pada tahun 2016 hanya 1
perkara, jumlahnya meningkat menjadi 3 perkara pada
2017 dan meningkat lagi menjadi 6 perkara pada 2018.

Perkara yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dari
tahun ke tahun semakin kecil jumlahnya dibandingkan

: diperiksa. Pada tahun 2016
dikabulkan Jqple?kfdvdau eseluruhan 42 perkara yang

diperiksa. H dikabulkan sejumlah 38
perkara dari diperiksa. Selanjutnya pada
tahun 2018 yang dikabulkan dari 47
perkara yarl& dipériksa. %ll ini terjadi sejak adanya

Peraturan Dagr e .
Anak Korbaﬁ/b JReras '

1calon pengantin di bawah umur.

= A p——
Perda um okok perkara dan memeriksa
lebih I:IrﬁLh emohon untuk melakukan

nseling di P2T nya seminggu sudah ada
EN G%gsr but disampaikan ke
Majelis Hakim. Hasil konseling akan
dipertimbangkan untuk memutus perkara, meskipun
tidak mutlak.  Artinya majelis juga punya
pertimbangan-pertimbangan lainnya. Majelis juga
menggunakan hukum materiil seperti Undang-undang
Perlindungan Anak dan Undang-undang Hak Asasi
Manusia.
Biasanya perkara yang dikabulkan oleh majelis hakim
karena laporan dari P2TP2A sudah cukup siap,
mereka mau menikah bukan karena digerebek, bukan
karena hamil, dan mereka memang benar-benar ingin
menikah, sudah bekerja, hanya saja umurnya kurang.
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Kalau dulu kan pertimbangannya dikabulkan karena
hamil, bukan karena kesiapannya. Padahal mercka
mengajukan permohonan dispensasi hanya untuk
sekadar mendapat kebolehan menikah supaya anak
yang dikandung bisa memiliki ayah.”?

Berbanding terbalik dengan perkara yang dikabulkan,
perkara yang ditolak dari tahun ke tahun justru semakin
besar jumlahnya. Jika pada 2016 tidak ada perkara
dispensasi kawin yang ditolak oleh Majelis Hakim, maka
pada 2017 terdapat 1 perkara dan pada 2018 terdapat 9
perkara yang ditolak ole :

4 memang lebih banyak
mengabu[kan \/,- olwhan dispensasi,
pertimbangan e% a sudah pacaran lama,
melakukan hubgingan Jbadany udah hamil sehmgga

besar. Sejak adan; m&blsa mungkin majelis
mencegah pernﬂ(‘a k dengan memberikan
solusi-solusi selam ermkahan

Se i (N ksl'FFA&lm hakim
Pengadilan Agama di Yogyakarta saat ini sering
mengadakan g 'AM“ beberapa pihak
seperti Kalijaga Insnlute or Justice (KIJ) mengikuti
sarasew mmdset hakim

beruba Keglatan tersebut pengaruhnya sangat besar
dalam mengubah pola pikir hakim dalam menangani
kasus-kasus perempuan dan anak.”?

Selain perkara yang dicabut dan ditolak oleh hakim,
pada tahun 2018 terdapat 1 perkara yang digugurkan dan |
perkara tidak diterima.

2 Wawancara dengan Nur Izzah, tanggal 15 Januari 2019.

**Wawancara dengan Nur Izzah, , tanggal 15 Januari 2019.
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c¢. Penetapan Dispensasi Perkawinan yang Mengabulkan
Permohonan Pemohon
1) Kasus
Perkara ini diajukan oleh seorang kakek dari
seorang anak laki-laki di bawah umur pada tanggal
29 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Wates dalam register perkara
Nomor  9/Pdt.P/2018/PA.Wt. Pemohon hendak
menikahkan cucu laki-lakinya berumur 17 tahun 10
bulan dengan seorang perempuan berumur 23 tahun.
Oleh karena cucu laki-laki tersebut masih di bawah

umur U;ukSL‘ﬁM _ melaksanakan  perkawinan
sebagaimdha Pasal 7 Undang-undang
Nomor @T L 743 tentang Perkawinan, maka
rencana ﬂgrm : ten‘sbut ditolak oleh Pegawai
Pencatat | Ni djutnya kakek dari anak di
bawah i

1t;, mengajukan permohonan
dlspensas*’zh' : ¢ éadilan Agama untuk diberi

penetapan  dispensasi agar cucunya dapat
Ul oo T
2) Posita
lt&Lu-a&Man permohonan dispensasi
mm!ﬁﬁﬁlﬁ\ menikahkan cucu

pemohon;

b) Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan
pernikahan tersebut baik menurut ketentuan
hukum islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali
cucu Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

¢) Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana
pernikahan cucu pemohon dengan calon istrinya

*"Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kabupaten Kulon
Progo Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Wt.
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pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Nanggulan akan tetapi pihak KUA menolak
untuk melaksanakannya dengan alasan cucu
Pemohon kurang umur sebagaimana disebutkan

dalam Surat Penolakan Nomor
04/Kua.12.05.10/PW.01/1/2018  tanggal 11
Januari 2018;

d) Bahwa Ayah dari cucu Pemohon tidak bisa
datang ke Jawa sehingga Ibu dari cucu Pemohon
beserta keluarga pada hari Ahad tanggal 7
Desember 2018 sudah melamar calon istri dan
diterima g

e) Bahwa p 1
istrinya 0 mendesak  untuk  segera
dilaksandkan ‘mefg g% cucu Pemohon dengan
calon istr%ya :
eratnya, bahkas ini’calon istri cucu Pemohon

telah harﬁfﬂ}ﬂ@j‘éﬂ@bat hubungan badan di

luar nikah dengan cucu Pemohon, sehingga

dilahirkan
Ur;la,:ﬂly mﬁtt? n%ggﬁarkan dari

kemad an, maka keduanya
eradinik sah secara hukum;

f) m&m mohon dengan
calon istrinya dapat dilaksanakan, Pemohon
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wates
memerintahkan kepada Penghulu pada KUA
Kecamatan Nanggulan untuk melaksanakan
pernikahan tersebut.

3) Petitum

Petitum atau hal-hal yang dimintakan Pemohon

kepada hakim untuk dikabulkan yaitu:

a) Mengabulkan permohonan Pemohon;

b) Menetapkan memberi dispensasi bagi cucu
Pemohon bernama AGUS (nama disamarkan)
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bin Suratman untuk menikah dengan SEKAR
(nama disamarkan) binti Paijo;

¢) Memerintahkan kepada Penghulu pada KUA
Kecamatan Nanggulan untuk melaksanakan
pernikahan tersebut;

d) Membebankan biaya hukum.

4) Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan

permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang

telah diuraikan di atas;

Menimbang, _bahwa dalil-dalil permohonan
Pemohon 'p;ldlaSlp@I&'knya adalah ingin menikahkan

cucu Pem % ama AGUS dengan calon
istrinya y KAR di KUA Kecamatan
Nanggula lon Progo, namun rencana

tersebut dif A Nanggulan karena cucu
Pemohon - umur, dan karena itu

>
Pemohon 44 ajlikar permohonan  kepada

Uﬁjdllan Arama ‘érljrcrij;cunya diberi dispensasi
ej 1n-gk bahwa pgrmohonan Pemohon telah
sesuai A asal 7 ayat (1) dan (2)
r%l un 1974, sehingga

d at i tu € ebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan
Pemohon, perkara ini masuk dalam lingkup bidang
perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 49
huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan
Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah kakek dari
cucunya bernama AGUS yang baru berusia 17 tahun,
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maka berdasarkan hal tersebut menurut pendapat
Majelis, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal
standing) dalam perkara permohonan ini, sesuai
ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor | Tahun
1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan
dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama Buku Il Tahun 2014 halaman 138
huruf (b) angka (3), Pengadilan dapat memberikan
dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari

orangtua, keluﬂggalﬂh]«awata/h\walinya;

Menimba g unt%k menguatkan dalil-dalil
permohonannya ct¢lah mengajukan alat
bukti surat P|f; I . B#, dan P.5, selain itu
Majelis Hakin = nf¢ndengarkan keterangan
dari cucu Pehiohe calon mempelai pria,

w2,

calon istri cuCu, Peniohon sebagai calon mempelai
wanita, dan paman dari calon istri cucu Pemohon,

) e FER GGy G ra1ran

paten Kulon Progo yang dikeluarkan oleh Dinas
Sosial Pem n dan Perlindungan

Anak Kab n n :
mm@&%§ll&keterangan dan

pengakuan Pemohon, cucu Pemohon dan calon istri
cucu Pemohon, cucu Pemohon dan calon istrinya
telah menjalin hubungan sedemikian eratnya, dan
selama  menjalin  hubungan  sudah  pernah
berhubungan badan, bahkan saat ini calon istri cucu
Pemohon telah hamil 5 bulan, bila tidak segera
dilaksanakan pernikahan cucu Pemohon dengan calon
istrinya maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang
lebih madharat;

Menimbang, bahwa antara cucu Pemohon
dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk
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melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan
Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 39 serta 40 Kompilasi Hukum
[slam;

Menimbang, bahwa cucu Pemohon dan calon
istrinya sudah saling mencintai dan menyatakan
persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga
paman/wali calon istri dalam sidang telah menyetujui
dan memberikan izin kepada keponakannya untuk
menikah dengan

anti;

berdasarkan pertimbangan
a syarat-syarat perkawinan
:- Pasal 6 ayat (1) dan (2)
Undan -undanﬁ Nomor | Tahun 1974 jo. Pasal 15

Uk 35 kbt & @) Kompilasi
HukurlS telah terpenuhi, akan tetapi karena usia
calon Lc 17 tahun, maka Majelis

l‘! @ e'rA:l untuk mencegah
ja uatan dosa dan

kemadharatan yang leblh besar, maka perlu
memberikan dispensasi kawin kepada cucu Pemohon
tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan
calon istrinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan
Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

a) Firman Allah dalam Surat An-Nur ayat 32
sebagai berikut:
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Artinya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih
membujang di antara kamu, dan juga orang-
orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba
sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika
iKkinSAHak\akay memberi kemampuan
kepada megeka ang runia-Nya. Dan Allah
Mabhaluas Q b@zylan-Nya), Maha

b) Kaidah Fighiyya betbunyi sebagai berikut:
o)
A Lﬁl-c r..LE.A MLR..U ;)J

Artinya:

R
INISENE 5] L oY) 2

Artinya:

2 An-Nur (24):32.

*Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia,
Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab
Suci Al-Qur’an Kementerian Agama, 2012), hlm, 494.

*Imam Jalal ad-Din ‘Abd ar-Rahman Abiy Bakr as-Suyutiy, Al-Asybah wa an-
Nazair, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 63.

bid, hlm. 126.



78

“Kebijakan imam/pemerintah terhadap rakyatnya
harus diimbangi dengan kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan
Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan
dispensasi kawin kepada cucu Pemohon vyang
bernama AGUS bin Suratman untuk menikah dengan
calon istrinya yang bernama SEKAR binti Paijo;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya
permohonan_Pemohon maka pernikahan antara cucu
Pemoho (,,d@{gﬁ{\" caldn istrinya dapat segera

i af 8¢ ketentuan Pasal 16 Peraturan
Indonesia Nomor 2 Tahun

Talun 2007 tentang Pencatatan
¢gawai Pencatat Nikah) Kantor

Urusan Agama Kecamatan Nanggulan Kabupaten

Unbh \?fk DITEAD melangsungan

pernik CL;&Mn dengan calon istrinya
tersebut; L

i m lehn, karena perkara ini

m aft, a sesuai Pasal 89 ayat

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan
perundang-undangan dan dalil hukum islam yang
berkaitan dengan perkara ini.
5) Amar Putusan
Amar putusan Majelis Hakim menetapkan;
a) Mengabulkan permohonan Pemohon;
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b) Memberikan dispensasi kawin kepada cucu
Pemohon yang bernama AGUS bin Suratman
untuk menikah dengan SEKAR binti Paijo;

c) Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor
Urusan ~ Agama  Kecamatan  Nanggulan
Kabupaten Kulon Progo untuk melaksanakan
pernikahan tersebut;

d) Membebankan biaya kepada Pemohon untuk
membayar biaya perkara ini sejumlah Rp
171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

d. Penetapan DiquﬁsaSLMka/Nnan yang Menolak

Permohonan Pemn gmn %
1) Kasus a ¢ 0
e

Bertindak ¢hon dalam perkara ini
adalah seorang;> rang anak laki-laki di
tang uli 2018 yang terdaftar
di Kepanitera 1 : M@JAgama Wates dalam
register perkara  Nomor 52/Pdt.P/2018/PA.Wt.
JIY%R slla‘rrﬂ(sukl lakinya
berumur 1 ulan dengan seorang perempuan
berumur l6t A nak laki-laki tersebut
masih $‘ melaksanakan
perkaull a bﬁ[ﬁ Il sal 7 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
maka rencana pernikahan tersebut ditolak oleh
Pegawai Pencatat Nikah. Selanjutnya orangtua dari
anak laki-laki di bawah umur tersebut mengajukan
permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama
untuk diberi penetapan dispensasi agar cucunya dapat

melaksanakan perkawinan.*

2) Posita

bawah umur p

2Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Kabupaten Kulon
Progo Nomor 52/Pdt.P/2018/PA . Wt.
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Posita atau alasan-alasan permohonan dispensasi

kawin yang diajukan adalah:

a)

b)

Bahwa Pemohon telah menikah dengan
seseorang yang kini menjadi istrinya serta telah
dikaruniai 3 orang anak, salah satunya bernama
ADIT PUTRA(nama disamarkan);

Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin
cinta sekitar 3 bulan dengan seorang perawan
bernama MAYA ARUM (nama disamarkan)
berusia 16 tahun dan beragama Islam.

Bahwa Pemohon bermaksud segera menikahkan

inti Muh Djambhari, dengan

alasap’ 4 on dengan calon istrinya
sudaimenjafin ci e sedemikian eratnya, bahkan
saat|ifi ca 1strv]—>a ak Pemohon telah hamil 2
bulan:-ak 'v. sungan badan di luar nikah

dengéhj anak’/“Pémohon, sehingga untuk

melindungi _hak anak yang akan dilahirkan
UNIMé &‘LFArgghmdarkan dari

I1$ ratan, berkelanjutan, maka keduanya
n agar sah secara hukum;

mg‘mﬁ§er&n dengan calon istri
at hubungan nasab

atau hubungan lain yang dapat menghalangi
sahnya pernikahan;

Bahwa anak Pemohon telah melamar calon
istrinya dan lamarannya telah diterima;

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana
pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan

rAgama (KUA) Kecamatan Temon, akan tetapi

pihak  KUA  tersebut  menolak  untuk
melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon
kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam
Surat Penolakan Kantor Urusan Agama (KUA)
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Nomor B-356/Kua.12.05.01 tanggal 26 Juli
2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Wates dapat
memberikan dispensasi kawin kepada anak
Pemohon tersebut;

g) Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan
calon istri dapat dilaksanakan, Pemohon mohon
agar Ketua Pengadilan Agama  Wates
memerintahkan kepada Penghulu pada KUA
Kecamatan  Temon untuk  melaksanakan
pernikahan tersebut.

3) Petitum
Petitum dimintakan Pemohon
kepada hakim ug n yaitu:
a) Mengabuy Pemohon;
b) Menetap 7 beri’ dispensasi bagi anak
Pemohon ™ IT PUTRA (nama

4)

dlsamarkm’w&jm}wldodo untuk menikah

dengan MAYA ARUM (nama disamarkan) binti

c) Memermtalgn kep% ‘Prnghulu pada KUA
Kecaml&l_TApMntuk melaksanakan

perni sgb
 INESORNESIA
Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan
permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang
telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan
Pemohon pada pokoknya adalah ingin menikahkan
anak Pemohon yang bernama ADIT PUTRA dengan
calon istrinya yang bernama MAYA ARUM di KUA
Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo, namun
ditolak oleh KUA Temon karena adanya kurag syarat
vaitu anak Pemohon belum cukup umur, padahal
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anak Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin
hubungan sedemikian erat dan calon istri anak
Pemohon telah hamil 2 bulan, dan karena itu
Pemohon  mengajukan  permohonan  kepada
Pengadilan Agama agar anaknya diberi dispensasi
untuk menikah di bawah umur, untuk melindungi
nasab anak yang dalam kandungan calon istri anak
Pemohon:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon
tersebut ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal
7 ayat (1) dan_(2) Undang-undang Nomor | Tahun
itdrima untuk diperiksa lebih

berdasarkan permohonan
suk dalam lingkup bidang
perkawin % ole renzgl u sesuai ketentuan Pasal 49
huruf (a)- ﬁpn ng-tindang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Pei cRadi 4 ﬂtm;ai yang telah diubah dengan
Undang-un Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
U ME or 50 Tahun

2009, pi gt K mn kewenangan Pengadilan
Agama;

Mﬂe ohon adalah ayah
kandung=da a r IT PUTRA yang

masih berusia 17 tahun 8 bulan, maka berdasarkan
hal tersebut menurut pendapat Majelis, Pemohon
memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam
perkara permohonan ini, sesuai ketentuan Pasal 47
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan
dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama Buku II Tahun 2014 halaman 138
huruf (b) angka (3), Pengadilan dapat memberikan
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dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari
orangtua, keluarga dekat, atau walinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil
permohonannya Pemohon telah mengajukan alat
bukti surat P.1, P.2, P.3. Selain itu Majelis Hakim
juga telah mendengarkan keterangan dari anak
Pemohon sebagai calon mempelai pria, calon istri
anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita, dan
ayah dari calon istri anak Pemohon, serta membaca
surat hasil konseling dari P2TP2A Kabupaten Kulon
Progo;

Menimbapg perdasarkan keterangan dan
pengakuan P nak Pémohon dan calon istri
anak Pemohdm on dan calon istrinya
telah menjali k&' ng lebih 1 tahun, dan
selama berh telahn melakukan hubungan
layaknya calon istri anak

Pemohon telajﬁmgﬂﬁ@sehmgga Pemohon dan

orangtua calon istri anak Pemohon ingin segera

W m l( 4 asab anak
yang dikandung oleh calon istri anak Pemohon;
Memmtlé I_aﬁ Miasarkan bukti-bukti

terseb atas, jelis Hakim telah
el D ERESTA

- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anaknya
yang masih belum cukup umur menikah menurut
aturan perundang-undangan adalah karena calon
istri anak Pemohon telah hamil 2 bulan, untuk
melindungi nasab anak yang di dalam kandungan
serta menghindarkan dari kemadharatan yang
berkelanjutan;

- Bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk
melangsungkan perkawinan yaitu berumur 17
tahun 8 bulan. Sedangkan calon istrinya telah

heriimur 1A tahnn:
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- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak
ada hubungan mahram atau hubungan sesusuan;

- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah siap
untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai
seorang suami karena bekerja di SPBU dengan
gaji setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,- (satu
juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan surat dari Pusat Pelayanan
Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
Kabupatem Kulon Progo disebutkan bahwa anak
Pemohon__dan calon istrinya belum cukup

tangga, serta dalam

berdasarkan fakta-fakta di
ahwa ‘syarat-syarat perkawinan anak
Pemohon deém calon lstrmya telah cukup kecuali

UNI:M :Ik‘F\ ) batas minimal
untuk m berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1)
Undangfgtg- Tahun 1974 tentang

t Kompilasi Hukum
O RESIA

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan lebih
lanjut oleh Majelis Hakim adalah alasan Pemohon
mengajukan dispensasi nikah anaknya tersebut. Di
mana di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia
berkehendak menikahkan anaknya karena calon istri
anak Pemohon telah hamil 2 bulan akibat dari anak
Pemohon dengan calon istrinya yang sudah
berhubungan layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa anak Pemohon masih
termasuk anak (belum dewasa) sebagaimana
tercantum pada Pasal 1 ayat (5) Undang-undang
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Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia jo.
Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
karena berusia 17 tahun 8 bulan (belum berusia 18
tahun) namun hal ini anak Pemohon akan dinikahkan
maka tetap harus mengikuti ketentuan Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
yang mengatur batas usia minimal perkawinan untuk
pria adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon mempunyai
hak asasi yAnglswajibh dijamin, dilindungi, dan
dipenuhi ol il keluarga, masyarakat,
pemerintah, aTm | ketentuan Pasal 1 ayat
23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan ZAna telah diubah dengan
Undang-und hun 2014;

Memmbﬁ’” lﬂ%ﬁg}i@b orangtua atau walinya

wajib memenuhi hak atas anaknya perlindungan dan
dib i diarahkan
59 m&yﬁﬁ mﬁiﬁwasa sesuai
dengan ke é A perundang-undangan
(vide Mﬁﬁ E’gld g-undang Nomor
39T ﬁ usna),
Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orangtua
berkewajiban dan  bertanggung jawab untuk
mengurus, memelihara, mendidik, dan melindungi
anak dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan
kemampuan, minat, dan bakatnya serta mencegah
perkawinan di usia anak-anak (dibaca: perkawinan di
bawah usia minimal perkawinan) (vide: Pasal 26 ayat
(1) angka (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014);
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Menimbang, bahwa telah terjadi preseden buruk
dalam masyarakat, bahwa jika dalam pengajuan
Dispensasi kawin dengan alasan kondisi calon istri
telah hamil, berasumsi Pengadilan (khususnya
Peradilan Agama) pasti akan mengabulkan, hal ini
berakibat seakan-akan Peradilan Agama melegitimasi
perkawinan yang disebabkan karena kehamilan. Dan
jika ini dibiarkan maka akan banyak yang
beranggapan jika pengajuan Dispensasi kawin yang
calon istrinya telah dalam keadaan hamil pasti akan
diizinkan oleh pengadilan. Sehingga kelak akan
muncul afiggdpan®pdla_bahwa Pengadilan hanyalah

sebuah lcﬁba@tif’ si permohonan dispensasi
kawin; | O]

Menilgba daga hal-hal tersebut, Majelis
mempuny%pert ang% bahwa:
- Majehs—tidak- ihat ada upaya-upaya dari
Pemohon untukmendegah terjadinya perkawinan

dea usia anak-anak sebagaimana Pasal 26 ayat

D\pérfit=d-efand-uhdsy, Somor 23 Tahun
20(12 tang ,Perlindungan Anak yang telah
diu $ undang Nomor 35 Tahun

INRQING S dari pemotor

untuk  menguji  kedewasaan anak dalam

menghadapi perkawinan, perkawinan
dilaksanakan semata karena kehamilan calon
istri;

- Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Surat
Keterangan dari Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Kulon  Progo Nomor 460/5283/VIIl/2018
tertanggal 03 Agustus 2018, telah nyata bahwa
untuk membangun sebuah rumah tangga bukan
hanya kesiapan kemampuan ekonomi dan sosial,
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tetapi sangatlah penting kesiapan mental dan
psikologis keduanya, sehingga kelak dapat
membina rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, dan rahmah. Hal ini tidak terdapat
dalam diri calon suami dan calon istri, telah
dinyatakan belum cukup siap dari keduanya;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di
atas, bahwa kehendak Pemohon menikahkan anaknya
karena calon istri anak Pemohon telah hamil 2 bulan
seharusnya menjadi pelajaran orangtua yang
bertanggung jawab untuk mendidik dan melindungi
pergaulannya dengan

memberikan mg benar kepada anaknya
atas  perga En - erséhut, bukan  dengan
menikahkan aj sih berumur 17 tahun 8
bulan, tidak e hi batag minimal umur untuk

menikah  sgb ketentuan  perundang-

undangan yan%&'}gﬂjgj

Memmbang, bahwa Undang- undang Perkawinan

n N %TT harus telah

maSak jiwa raganya untu apat melangsungkan
perkawmanl&l_ A ewujudkan  tujuan
perka secar. berpikir pada
pm‘cellj\jl @Nﬁé eturunan yang
baik dan sehat;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum Undang-
undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan
nomor 4 huruf (d) dinyatakan bahwa perkawinan
berhubungan  dengan masalah  kependudukan.
Ternyata bahwa batas umur yang rendah bagi seorang
pria dan atau wanita untuk kawin, mengakibatkan
laju kelahiran yang tinggi. Oleh karena itu, Undang-
undang mengatur batas umur kawin bagi pria maupun
wanita;
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Menimbang, bahwa firman Allah dalam Al-
Qur’an surat An- Nisa’ ayat 9:

g9l Lled )5 il 0 1S5 o) Al 2y
Blgis Vo Ideidy A lsinls ols

Artinya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang

yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang

lemah di belakang mereka yang mereka khawatir
aan)nya. Oleh sebab itu,

menunjukkan  bahwa
oleh pasangan usia muda
Stentuan/Undang-undang Perkawinan akan
menghasilkan keturunan yan dikuatirkan
U&i‘n ER sxlTA berdasarkan
pengala erba ihak, rendahnya usia kawin
lebih ba § al-hal yang tidak sejalan

”gﬂﬁl perkawinan  yaitu
tem te aldm rumah tangga

berdasarkan kasih sayang. Tujuan ini tentu akan lebih
sulit terwujudnya apabila masing-masing mempelai
belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan
integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh
dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul
dalam menghadapi lika-liku dan badai rumah tangga;

3 An-Nisa’ (4): 9.

*Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia,
Al-Qur 'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab
Suci Al-Qur’an Kementerian Agama, 2012), him, 101.
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Menimbang, bahwa anak Pemohon belum cukup
umur untuk melangsungkan pernikahan. Menurut
penilaian Majelis Hakim bilamana diizinkan menikah
dikuatirkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya
sebagai seorang suami dan akan menimbulkan
banyak mafsadat. Padahal menolak mafsadat itu lebih
diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai
dengan kaidah fighiyyah yang berbunyi:

Blall Gl e piie sl ¢

Artinya:
“Menolak kepflafsadatans [8bih utama daripada

menarik kemaslglata I /%

Menimbang; adalam sebuah hadis
Rasulullah yang leh Imam Bukhari
: y T\g kan oleh Imam Bukhari
disebutkan: | w

=) >

4l CJJ,WLB o

UWEF@H*’A’S‘” !

IS AN <8 el
A&LﬁN@Q“Eé!A] antara kamu

telah mampu memenuhi kewajiban belanja dalam
perkawinan, hendaklah kamu menikah.
Sesungguhnya menikah itu dapat menutup
pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan
barangsiapa tidak mampu hendaklah berpuasa sebab
puasa itu menjadi perisai baginya.”

|u.ng_JL....J\f....ub

*Imam Jalal ad-Din ‘Abd ar-Rahman Abi Bakr as-Suyutiy, Al-Asybah wa an-
Nazair, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), him. 63

*“Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hujjaj bin Muslim al-Qusyairi an-
Naisaburi, Sahih Muslim, (Riyad: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, 1998), him. 549.
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Menimbang, bahwa berdasarkan hadis di atas,
dianjurkan untuk para pemuda agar berpuasa jika
belum mampu menikah. Kriteria mampu dalam hadis
ini  Majelis Hakim berpendapat tidak hanya
kemampuan secara materi tetapi juga kemampuan
psikologis yang juga merupakan syarat penting dalam
membina rumah tangga sebagaimana diharapkan
dalam Undang-undang Perkawinan. Jadi, meskipun
dalam persidangan terungkap bahwa anak Pemohon
sudah bekerja dan memiliki penghasilan atau dengan
kata lain mampu menafkahi istrinya nanti, namun
dalam Syfat BdpOrah Hasil Konseling dari P2TP2A
Kabupatefit K dp anak Pemohon dan calon

istrinya difly lim siap secara psikologis yang
berarti tepias ﬁ tegori belum mampu dalam
hadis  ters “lari hadis tersebut telah
diberikan: i—yang belum mampu untuk

: ‘Fpeasa. Sehingga alasan yang
diajukan oleh Pemohon dan anaknya yaitu karena

U N/ iR ST, B 2 butan don
khawatir uk lindungi nasab anak juga sudah
tersedielslld-%élﬁan berpuasa, tidak harus
mqgﬂ1§\§ IAamping itu anak

Pemohon adalah calon suami yang akan menjadi
pemimpin dalam rumah tangga sebagaimana
disebutkan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat
228 sebagai berikut;

el s Dol ede Gl e b
TeS e A B e

Artinya:

*7Al-Bagarah (2): 228.
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“... Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak
seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang
patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di
atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”**
Menimbang, dalam tafsir ayat tersebut
disebutkan bahwa suami mempunyai satu tingkatan
kelebihan disebabkan karena suami bertanggung
Jjawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah
tangga. Sementara dalam surat hasil konseling dari
P2TP2A anak Pemohon dinyatakan belum cukup siap
memahami manajemen konflik tentang bagaimana
mengelola emg 1 pggtAlm:n adapl masalah rumah

memahami tangg ) ab ngasuhan anak. Maka

dan calon lstn%ﬂ’@ﬁlenjalankan tanggung

jawabnya sebagai suami (suami, kepala rumah

ta e n€sgbagai istri
SN VERSITAS
Menimbi:ﬁLvAeMrkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut dj honan Pemohon
yang Nm N§$T] anaknya yang
belum cukup umur dengan alasan karena calon istri
anak Pemohon sudah hamil 2 bulan untuk melindungi
nasab anak yang dalam kandungan, namun
berdasarkan hasil konseling dari Pusat Pelayanan
Terpadu  Perlindungan Perempuan dan  Anak

Kabupaten Kulon Progo dan pertimbangan hukum
lainnya ternyata tidak beralasan dan melanggar

*Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik
Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Lembaga Penyelenggara
Penterjemah Kitab Suci Al-Qur’an Kementerian Agama, 2012). him, 45.
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ketentuan undang-undang yang berlaku maka
permohonan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini
dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat
(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan

perundang-undangan dan dalll hukum islam yang

Maj @ lam amar putusan menetapkan
a) Mendl . 01%1 Pemohon
b) Me :E)eba } gpada  Pemohon  untuk
menthayaf. biaya,perkara sejumlah Rp 161.000.-
(seratus ey h Jsatu ribu rupiah).

c. rembabadiN | VERSITAS

1.

Analisis Latarg ang Pembentukan Peraturan Daerah
Kabupaten Kl W7 Tahun 2015

Latmmﬁg an Peraturan Daerah
Nomor t ‘g lon Progo tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah
semakin meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak di Kulon Progo dari tahun ke tahun di
samping adanya peraturan perundang-undangan yang
mengamanatkan dan mengatur hal tersebut.

Menurut teori hukum sosiologis, perubahan sosial yang
disebabkan ruang dan waktu membawa pengaruh pada
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perubahan hukum. Hukum selalu mengalami
perkembangan.®

Di Kulon Progo, Bupati dan segenap perangkat
pemerintah  daerah  melihat  kondisi  sosial  yang
memprihatinkan dengan meningkatnya kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu Bupati
berinisiatif menyusun dan mengajukan rancangan peraturan
daerah untuk melindungi perempuan dan anak.

Menurut hemat penyusun, Peraturan Daerah tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan perangkat
aturan hukum yang dibuat untuk merespons latar belakang
sosial yang ada sekali
hidup di dalam ma
menjadi peraturan h
sekadar hukum yang

Progo tentang Perlm rempuan dan Anak tersebut

telah memenuhi keterftiat ﬁﬂk&g‘jﬂ@tau proses pembuatan

hukum. Legislasi ini dimulai dari tahap perencanaan,

pembuataUM\pﬁEﬂ@f Asmbahasan
pengesahan, pengundangan, hingga sosialisasi.

Ditinjau dari elsé M hukumnya, Perda
tersebut meme ek v, diperhatikan dalam
pembuatan thﬁﬁ m PRD terlibat
pembahasan raperda, (2) pembahasan dalam isntitusi negara
yaitu DPRD, dan (3) raperda ini mencerminkan kehendak

hukum karena disahkan berdasarkan musyawarah. Jeans
Jacques Rousseau menerangkan metode pembentukan hukum

**H Harold J. Berman, Law and Revolution: The Formation of the Western
Legal Tradition, (Cambridge: Massachussetts and London, England, Harvard
University Press, 1983), hlm. 9.

“Anis Ibrahim, “Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi
Politik Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur”,
Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008,
him. 114.
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yang mencerminkan kehendak hukum harus memuat tiga hal
vaitu legislator sebagai refleksi kehendak rakyat, kehendak
umum itu Jahir ketika individu-individu bersepakat
menyatukan diri dalam institusi politik atau negara, dan
hukum sebagai kehendak umum dapat dihasilkan melalui
musyawarah atau pengambilan suara yang dilakukan dalam
sidang.*!

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan dalam teori tingkatan tata hukum
dari Hans Kelsen termasuk norma umum, yaitu norma yang

ditetapkan melalui_legislasi dan berada di bawah norma
konstitusi. Lebi @adﬁ'ﬂ%ﬁé Kelsen membagi tingkatan tata
hukum dari ya konstitusi, norma hukum,
dan norma indiy berdasarkan norma umum
dan ketika diterppkan™s grhubungan dengan individu
yang dikenai nofma te but%)" Peraturan Daerah tersebut

iya adalah konstitusi yaitu Pasal
o~ Dasar  Republik Indonesia,

selanjutnya beber Unda -undang, Peraturan Pemerintah,
PeramN E éléﬁA erah Istimewa
Yogyakarta tlgi_l’er indungan Perempuan dan Anak
Korban Keker.

Perjﬁm 31;1 dan Anak Korban
Kekeras | ro 1 4 a}katakan mendukung
beberapa  tujuan  pembangunan  milenium.  Tujuan

pembangunan milenium sendiri meliputi delapan hal, yaitu
menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; menciptakan

pendidikan dasar untuk semua; mendorong kesetaraan gender
dan pemberdayaan perempuan; menurunkan angka kematian
anak; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi HIV/AIDS,

“'Reza Antonius, Melampaui Negara Hukum Klasik, (Yogyakarta: Kanisius,
2007), him. 59-60.

“Jimly Asshiddgie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum,
cet.2, (Jakarta: Konstitusi Pers, 2012), him. 101-110.
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malaria, dan penyakit menular lainnya; memastikan
kelestarian hidup; dan membangun kemitraan global untuk
pembangunan.*

Dengan adanya Perda tersebut, kualitas keluarga yang
hendak dibangun oleh calon pengantin di bawah umur
diharapkan tidak tertinggal dibanding pasangan yang sudah
cukup umur sehingga angka kematian anak, kesehatan ibu,
dan pendidikan dasar yang terakses bisa dicapai. Aturan
hukum yang ideal harus dapat memfasilitasi proses
pembangunan  dan  memiliki daya dorong  untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat,**

Perda Nomor 7 drsebut secara objektif
menunjukkan keberpl adaﬂslompok rentan, yaitu
perempuan  dan u@ng-undangan yang
menunjukkan  keberp padd  kelompok rentan
merupakan salah sa ifil | perundang-undangan yang
berkualitas, yang bisa mén

prinsip universal.*’ S*b” J

2. Analisis Pgn I$ en Kulon
Progo Noymd alam elmdungl Calon
Pengantin di Bawahl@nl_ A M

Berdasarkan anal1515 at asil  penelitian,
penyelenggaram m anak korban

kekerasan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2015 wyang

438 Tujuan Millenium Development  Goals”, dikutip dari  smile-

newspaper. blogspot.com/2012/12/8-tujuan-millenium-development-goals. htmi,
diakses pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 jam 18.45.

“Ann Seidman, dkk., Pemyusunan Rancangan Undang-undang  dalam
Perubahan Masyarakat yang Demokratis, Sebuah Panduan untuk Pembuat
Rancangan Undang-undang, alih bahasa Johanes Usfunan, dkk, (Jakarta: Proyek
ELIPS II, Edisi kedua, 2002), him. 21.

“Bivitri Susanti, dkk., Bobot Berkurang, Janji Masih Terutang: Catatan PSHK
tentang Kualitas Legislasi 2006, (Jakarta: PSHK, 2007), him. 5.
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dikoordinir oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak menunjukkan peran pemerintah dalam
hal ini Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam
mengimplementasikan kebijakan publik. Tachjan dalam
teorinya menyatakan fungsi sentral dari pemerintah adalah
menyiapkan, menentukan, atau menjalankan kebijakan atas
nama dan untuk keseluruhan masyarakat di daerah
kekuasaannya.*’

Penyelenggaran perlindungan perempuan dan anak
korban kekerasan menurut Peraturan Daerah tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

meliputi aspek p¢peeahan)pelayanan, dan pemberdayaan.
Upaya pencegaha 'adité kekerasan pada perempuan

dan anak sebag @a utkan di dalam Perda Pasal 14
ayat (2) huruf m;%l kukan pembinaan menuju
keutuhan rumah t:i)ngg ng ff]g onis. Penerapan ketentuan
ini terkait adanya— r—perkawinan yang dilakukan
pengantin di bau&.hm : ukan Dinas Sosial dengan

membuat kebijakan mensyaratkan konseling bagi calon

peng@NI V\E RlS' mﬁlsyanan Terpadu
Perlindungan P, [uan gan nak (P2TP2A) sebagai wujud
pelaksanaan pfgl ja\ keutuhan rumah tangga.
Pertimb. QNE i jadalah untuk mencegah
timbuln n ke Sal rhadap perempuan
maupun anak yang sangat mungkin terjadi pada pasangan
vang melakukan perkawinan di bawah umur. Dengan kata
lain, kebijakan ini merupakan upaya pemerintah dalam
melindungi hak-hak calon pengantin di bawah umur.

Calon pengantin di bawah umur, baik yang termasuk
dalam usia anak maupun bukan juga memiliki kebutuhan-

kebutuhan dan hak-hak yang rentan dihilangkan dalam proses
perkawinan yang belum memenuhi syarat menurut peraturan

““Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik, (Bandung: Penerbit Asosiasi [lmu
Politik Indonesia (AIPI), 2006), him. 35.
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perundang-undangan. Mereka semaksimal mungkin didengar
kebutuhannya dan dijaga hak-haknya dengan kebijakan ini.
Dari sini, implementasi peraturan daerah terhadap calon
pengantin dapat dikatakan sejalan dengan teori perlindungan
hukum Roscoe Pound yang menyatakan teori perlindungan
hukum sangat berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada
masyarakat. Tujuan hukum harus ditelaah dalam kerangka
mencapai  batas-batas maksimal pemenuhan kebutuhan
manusia.’

Aspek pelayanan dalam penyelenggaraan perlindungan
perempuan dan anak korban kekerasan di dalam Peraturan
Daerah dijabarkan secafa jetasdan kt/) gkrit. P2TP2A sebagai
pusat pelayanan telah|mengi lem%: sikan dengan norma-

norma di dalamnya|se rit, termasuk dalam
memberlakukan pelay@na ¢hada calon pengantin.
Dalam teori Bromley %enta i an kebijakan publik,

P2TP2A sebagai ujus

' fnibak_pelayanan berada pada
operational level, yait( ' g@na (operating units) di
dalam masyarakat.**

e/ FIRAS Y AYITA o

Pelaydn l
menangani  konseling on pengantin di bawah umur
i ngan memerhatikan

maupun klien-klien fhifmya d
kode etik n wg s egasan, menjaga
kerahasiaan m. TAenting dalam
mengawal suatu kebijakan sehingga dapat diterima oleh
masyarakat dan tidak mendapatkan resistensi. Jika dianalisis,
pelayanan yang dilakukan P2TP2A dengan menjunjung kode

etik ini sesuai dengan teori dari Franz Magnis-Suseno yang
menyatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya

Y"Soerjono Soekanto, Perspektif Teoritis Sudi Hukum dalam Masyarakat,
(Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm. 30-31.

“Daniel W. Bromley, Economic Interest and Institutions: The Conceptual
Foundations of Public Policy, (New York: Basil Blackwell Ltd., 1989), him. 32-33.
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didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomis, efisiensi, dan
administratif, tetapi juga harus didasari dengan pertimbangan
etika dan moral.*

Dalam pelaksanaan konseling, konselor melibatkan
calon pengantin di bawah umur, calon suami atau istrinya,
serta kedua orangtua dari kedua pihak calon pengantin.
Screening dan assesment terhadap klien dilakukan secara
mendalam untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan klien.
Terdapat dua (2) kepentingan yang harus dilindungi oleh
konselor, yaitu kepentingan umum (publik interest) dalam hal
ini  kepentingan___negara _ untuk  menyelenggarakan
perlindungan py;n{ﬁha‘ﬁ"’\da,n anak, serta kepentingan
meliputi terjaminnya rahasia
pribadi klien, peflin perkawinan, perlindungan
bungan antara orangtua dan

anak-anak.
Dua kepentingarf, yang harus dijaga tersebut selaras
dengan ungkapan’Rescee Pound bahwa tujuan hukum harus

ditelaah dalam kerangka memenuhi kebutuhan manusia
secau MM Eh $IiﬂﬁA&$tingan umum,
kepentingan m kat, dan kepentingan individu.*”

Perlindun ublik  maupun individu
dalam pgm qﬂﬁ $rlF LAil:lkUkan di P2TP2A
merupak g\ erlin a uth baik dalam level
kepentingan negara untuk menjamin perlindungan terhadap
perempuan dan anak dan level kepentingan individu agar
calon pengantin bisa mewujudkan perkawinan dan
membentuk keluarga yang diidamkan.

Selain melibatkan P2TP2A Kulon Progo, penerapan

Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan dalam melindungi calon pengantin di bawah umur

“Franz Magnis-Suseno, Etika Politik: ~ Prinsip-prinsip  Moral —Dasar
Kenegaraan Modern, (Jakarta: PT Gramedia, 1986), him. 13.

“Soerjono Soekanto, Perspektif..., him. 30-31.
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Jjuga melibatkan Pengadilan Agama Wates. Di Pengadilan
Agama Wates, penerapan Perda dalam melindungi calon
pengantin di bawah umur dapat dilihat sejak pendaftaran
perkara dispensasi kawin. Pemohon disyaratkan membawa
rekomendasi atau laporan hasil konseling dari P2TP2A
Kulon Progo. Pada pemeriksaan perkara, Majelis Hakim juga
berusaha keras menasihati Pemohon agar mencegah
terjadinya perkawinan di bawah umur demi terlindunginya
hak dan kepentingan calon pengantin. Di samping itu,
Majelis Hakim mempertimbangkan laporan hasil konseling
dari P2TP2A Kulon Progo sebagai pertimbangan hukum
dalam memeriksa dan

Mensyaratkan ca ntiZdi bawah umur untuk
membawa laporan ha!
peran serta Pengadil: #tes dalam menerapkan
Peraturan Daerah tent: ungéan Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan sec adilan Agama sebagai

salah  satu lembagmﬁ%’j. gdbung dalam  Forum
Perlindungan Korban Kekerasan turut ambil bagian dalam

pelaksansds P DB TR, 43 e

lembaga yang terkait.

Menurut Edwar %I_aAsMbijakan publik dapat
ditetapkan sec uran perundangan,
atau dalam b mgsi k-proyek, dan
aksi-aksi yang dilakukan pemerintah.”'

Menurut analisis penyusun, langkah Pengadilan Agama
Wates tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan

publik dalam rangka menegakkan aturan tentang
perlindungan perempuan dan anak, khususnya kepada calon
pengantin di bawah umur.

SIM. Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Keijaksanaan Negara, (Jakarta:
Bina Aksara, 1984), him. 18-19.



100

Sebelum adanya Perda Nomor 7 Tahun 2015, Majelis
Hakim di Pengadilan Agama Wates yang memeriksa perkara
dispensasi kawin bisa dikatakan hampir selalu mengabulkan
setiap permohonan dispensasi kawin dengan alasan utama
khawatir akan terjadi hal-hal yang lebih madarat pada calon
suami dan istri bila perkawinan tidak dilaksanakan.

Sejak diterapkannya Perda, Majelis Hakim tidak semata-
mata menjadikan faktor madarat sebagai dalil utama dalam
mengabulkan permohonan. Majelis juga mempertimbangkan
verlindungan terhadap hak-hak calon pengantin, kemampuan

ekonomi-sosial, iapan mental-psikologis calon
pengantin di b waﬁS"uﬁlﬁﬁ silnya, perkara dispensasi
kawin di Penga ﬂan a % tes tidak selalu dikabulkan,
namun ada juga @n , 423 ugurkan, tidak diterima, dan
dicabut. S m

Terdapat b%erap al (ﬁy ng menjadi pertimbangan
hakim dalam menof: ¥ an. Pertama, Majelis Hakim
tidak melihat aderh‘yajj va sungguh-sungguh dari Pemohon

dalam angtua kandung atau wali dari calon
PCHMN ‘é ‘fASegah terjadinya
perkawinan p. ia a Msebagalmana diatur dalam
Undang- undaﬁLngAl gan Anak. Kedua, Majelis
Haklm ngﬁiy dari Pemohon untuk
mengujl sa na hadapi perkawinan.
Perkawinan akan dilaksanakan hanya semata karena terjadi
kehamilan pada calon istri. Ketiga, Majelis Hakim
berpendapat bahwa berdasarkan surat laporan hasil
konseling, calon suami maupun calon istri dinyatakan belum
cukup siap melaksanakan perkawinan.

Menurut penyusun, pertimbangan yang digunakan hakim
dalam kasus penolakan permohonan dispensasi setelah
adanya Perda tidak terlihat pada pertimbangan-pertimbangan
dalam penetapan perkara sebelum adanya Perda. Artinya ada

perbedaan pertimbangan. Setelah adanya Perda, hakim dalam
memeriksa perkara dispensasi kawin tidak terfokus
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menggunakan pertimbangan hukum yang berasal dari
peraturan perundang-undangan maupun dalil-dalil yang
mendukung amar putusan mengabulkan permohonan. Hakim
juga mulai menggunakan pertimbangan yang berasal dari
penggalian fakta-fakta selama persidangan, di antaranya
mengenai kesiapan calon dalam melaksanakan perkawinan.
Oliver Wendell Holmes, seorang tokoh aliran realisme
hukum mengemukakan teori bahwa dalam proses yudisial,
hakim bertanggung jawab dalam menyusun formulasi
hukum, tidak hanya sekadar menemukan hukum di dalam
buku-buku hukum. Hakim membuat keputusan-keputusan
atas  dasar  Konsepsi ) rifengenai _‘\keadilan  sebelum
mempertimbangkan segi lgiku
Hakim di Pengadila ;
Wendell Holmes tersebutud
semata-mata memperti
berpegang pada buku- :

menyusun formulasi hukﬁiﬂ]ﬂ[&ﬂj@l

Lebih jauh membahas dalil-dalil yang menjadi

petimbang DAY - IR BT Mg S, Hakim,
terdapat satu dalil berypa kaidah fighiyyah yang sering
digunakan Majelis Hal' lkan permohonan
dispensasi kawinl ND I A

J t%i C-J.E.o Jlall )

Artinya:
“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik
kemaslahatan.”

Dalil tersebut acap digunakan Majelis Hakim sebagai
pertimbangan hukum untuk mengabulkan permohonan

tes menurut teori Oliver
nﬁnuskan perkara tidak
hukum formal dan
mun juga berusaha

2Soerjono Soekanto, Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat,
(Jakarta: CV Rajawali, 1985), hlm. 28.

Imam Jalal ad-Din ‘Abd ar-Rahman Abiy Bakr as-Suyutiy, A/-Asybah wa an-
Nazair, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), him. 63.
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dispensasi kawin terlebih bagi calon istri yang dalam keadaan
hamil. Setelah menimbang fakta bahwa calon istri dalam
keadaan hamil, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang lebih
madharat bila perkawinan tidak segera dilaksanakan.

Dalil tersebut juga digunakan ketika mengabulkan
permohonan calon istri yang tidak dalam keadaan hamil
dengan sebelumnya menimbang fakta bahwa antara calon
istri dan calon suami sudah berhubungan sedemikian eratnya
sehingga bila tidak dinikahkan dikhawatirkan melakukan
perbuatan dosa dan hal-hal yang tidak diinginkan atau
madharat.

Madarat yang Lﬁ 'Eﬁ\kznhmdan dalam pertimbangan
hakim baik =, 'str% jalam keadaan hamil maupun
tldak masnh

madarat yang %hma d madih dikhawatirkan terjadi atau
watiran-kekhawatiran yang

belum terjadl; aﬁ;;@z
dimaksudkan se‘(*)’gJ arat juga dapat diantisipasi.
Eumvg A‘gn dalil menolak
ary d Hw arik kemaslahatan
sebagai pertlls)% ﬁMﬁkan permohonan dispensasi
kawin. Majelis wa karena calon pengantin
be]urrl ND@N%@rﬂgkan perkawinan, bila
diizinkan menikah watirkan mereka tidak dapat
melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami atau istri
dan akan menimbulkan mafsadat bagi calon.

Berdasarkan analisis penyusun, dalam penolakan
permohonan dispensasi kawin, Majelis Hakim tidak hanya
menggunakan dalil kaidah fighiyyah sebagaimana di atas,
namun juga menggunakan pertimbangan melindungi hak
anak dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam
Undang-undang, pertimbangan bahwa orangtua berkewajiban
dan bertanggungjawab untuk mengurus, memelihara,

mendidik, melindungi anak, menumbuhkembangkan anak
sesuai dengan kemampuan minat dan bakatnya serta
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mencegah perkawinan di usia anak-anak, serta pertimbangan
kesiapan calon pengantin berdasarkan laporan hasil konseling
di P2TP2A.

Pertimbangan kesiapan calon pengantin melaksanakan
perkawinan merujuk pada penerapan teori maslahah
meskipun tidak disebutkan secara eksplisit sebagai dalil oleh
Majelis Hakim. Al-Gazali mengatakan bahwa makna asli dari
maslahah adalah menarik kemanfaatan atau menghindari
kemadaratan (jalb al-manfa’ah atau daf” al-madarrah).
Menurutnya, yang dimaksud maslahah dalam arti
terminologis adalah memelihara dan mewujudkan tujuan
Syara’ yang berupa me
dan harta. Al-Gazali jug
yvang dapat menjamin gn
tujuan Syara’ tersebut ghp
Sebaliknya, setiap sesua yan
merusak kelima tujuan—Sy
mafsadah. Oleh karenazcitw) L
dikualifikasi sebagai maslahah.>*

Kesape M ol FR G W Ggsunan
kehidupan keluarga y g ﬁibent knya. Problematika yang
kompleks selalu terjads AM Menurut Quraish
Shihab problem m H I rga bahkan jauh
lebih kompleksil ib m‘Q gh$léhatika yang

dihadapi dalam institusi yang lain, termasuk perusahaan.*®

rpo};é si mengganggu dan
but dinilai sebagai
h mafsadah dapat

Pada kenyataannya, banyak calon pengantin di bawah umur
diberikan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Wates

% Abu Hamid Muhammad al-Gazali, al- Mustasfa min ‘llm al- Usul, tahqiq wa
ta’lig Muhammad Sulaiman al- Asyqar, (Beirut: Mu’assasat al- Risalah, 1997), Juz
ke-1, him. 416-417.

5Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan dan Keserasian, Jilid 11, (Jakarta:
Lentera Hati, 2000), him. 408.
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kemudian berperkara lagi di Pengadilan Agama Wates untuk
mengajukan talak atau cerai.’

Kenyataan di atas mengindikasikan bahwa kesiapan
calon pengantin merupakan faktor penting yang tidak bisa
diabaikan sebelum melaksanakan perkawinan. Sebagaimana
dikemukakan Najmuddin ath-Thufi bahwa makna mas/ahah
dari segi ‘urfi adalah sebab yang membawa kepada kebaikan
dan kemanfaatan. Kesiapan calon pengantin karena bisa
menjadi sebab membawa kepada kebaikan keluarga bisa
dikategorikan scbagai maslahah. Sebaliknya ketidaksiapan
calon pengantip-bisa :;‘ an sebagai mafsadah.’’

Tingkata i/tma_slabah k&s apan calon pengantin untuk
berkeluarga bisa ategorikan dalam tingkatan hajiyyah
g%tan daruriyyah dan berada di

hajiyyah adafah atu]?ang dibutuhkan dari sisi
kemampuannygzg I@ﬂf@ﬂlgkan kelapangan dan

menghilangkan'i(’e'semprtan yang biasanya membawa kepada

kﬁ;ﬂlv ;u;RSi dedsan luputnya tujuan
at saran.’ Hajiyyah™i g!)a ila i diperhatikan dapat
memunculkzlrs ulitA\dMesusahpayahan, tetapi tidak
sampai pada taraf menimbulkan kerusakan yang biasanya

terjaleMEa@lyAyang bersifat umum.

Hajiyyah ini sebenarnya mengarah kepada penyempurnaan

daruriyyah, di mana dengan tegaknya hajiyyah akan hilang
segala kesulitan dan tercipta keseimbangan dan kewajaran.’®
Ketiadaan kesiapan calon pengantin sebelum melakukan

*6Wawancara dengan Nur Izzah, hakim Pengadilan Agama Wates Kabupaten
Kulon Progo di Wates, tanggal 15 Januari 2019.

"Najmuddin ath-Thufi, Syarh al- Arba’in an- Nawawiyyah, hlm. 19, lampiran
dalam Mustafa Zaid, al- Maslahah fi at- Tasyri’ al- Islamiy wa Najm ad- Din at-
Tufi, (t.tp: Dar al- Fikr al- *Arabiy, 1964), hlm. 211.

8Abu Abu Ishaq asy- Syatibi, al- Muwaftagat fi Usul asy- Syari’ah, (Beirut:
Dar al- Kutub al- ‘Ilmiyyah, t.t.), Jilid I, Juz ke-2, him. 9-14.
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perkawinan dapat menyebabkan permasalahan-permasalahan
di dalam keluarga bahkan dapat menyebabkan tidak
tercapainya tujuan perkawinan yaitu terciptanya kehidupan
keluarga yang penuh kasih sayang.[]
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A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka

penyusun menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

L

Latar belakang pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perlindungan
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan mencakup dua
faktor, sosial dan hukum. Faktor sosnal yang menjadi latar
belakangnya adalah se M skatnya jumlah kasus
kekerasan terhadap perentpuan dan anak|di Kulon Progo dari
tahun ke tahun. Fakt a @dalah adanya dasar

Pemerintah, Peraturan
terkait. Perda tersebut iarfr
kelompok rentan, yaitu perempuan an anak.

. Penerapan ER;S Jia,h 5 dalam
melindungi Iﬁ] i 'di UA rupakan

pelaksanaan Pasal %A I f (a), melakukan
pembinaan menuju keutuhan rumah tangga yang harmonis.
Pelaksanaannya IN@J@NEasaltmnstanSI yaitu
Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kabupaten Kulon Progo dan Pengadilan Agama
Wates. Di P2TP2A calon pengantin di bawah umur diberi
pelayanan konseling oleh konselor dengan memerhatikan
perlindungan kepentingan umum dan kepentingan individu
calon pengantin. Di Pengadilan Agama Wates, selain
mensyaratkan calon pengantin di bawah umur membawa
laporan hasil konseling dari P2TP2A, Majelis Hakim dalam
memutus perkara juga mempertimbangkan perlindungan
terhadap hak-hak calon pengantin, kemampuan ekonomi-

sosial, serta kesiapan mental-psikologisnya.
107
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B. Saran-saran
Berdasarkan pada kesimpulan hasil penelitian, penyusun
menawarkan beberapa hal berikut;

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun
2015 sudah cukup memadai dalam mengatur perlindungan
bagi kelompok rentan, termasuk mengantarkan calon
pengantin di bawah umur sebelum memasuki gerbang
perkawinan. Namun untuk kelanjutannya, perlu adanya Perda
atau peraturan lain yang mengatur tentang bagaimana
mewujudkan k rga.

2. Pelaksanaan da ‘dalath lindungi calon pengantin di
bawah umur &)er libatkan berbagai pihak lainnya,
misalnya Kau@r teg n Agama Kabupaten Kulon
Progo dan Kantor usaﬂ gama di setiap kecamatan.
Harapannya |fgngsi encggahan dan pelayanan dalam

penyelenggaraan ; i gn bisa semakin efektif dan
semakin luas p’ﬂgﬁlﬁ 1

UNIVERSITAS
ISLLAM
INDONESIA
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Pertanyaan Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan
Perempuan dan Anak
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo

1. Apa tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial PPPA?

2. Bagaimana kondisi objektif perempuan dan anak di Kulon
Progo?

3. Bagaimana

¢rdayaan  perempuan  dan
perlindungan 4 Dgo secara umum?

4. Bagaimana erempuan dan anak korban
kekerasan me urut § uraﬂ'l Daerah Nomor 7 Tahun 2015

tentang Perl @ung
Kekerasan?
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Pertanyaan Wawancara dengan Konselor pada Pusat Pelayanan
Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Kabupaten Kulon Progo

1. Apa tugas pokok dan fungsi P2TP2A?
2. Bagaimana peran P2TP2A dalam perlindungan perempuan
dan anak menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 7 Tahun 2015 teptang

4. Bagaimana pelaporan
terhadap calon penganti
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Pertanyaan Wawancara dengan Hakim
Pengadilan Agama Wates Kabupaten Kulon Progo

1. Bagaimanakah proses perkara dispensasi kawin setelah
adanya UU Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan?

2. Bagaimana tanggapan hakim  terhadap  kewajiban
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Perlindungan —Afiak-—“atau=' Peraturan Daerah tentang

g Anak, serta aturan turunannya
JINVERSHEAS
5. Berapa perk % pe win yang diperiksa dan diputus
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